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"The Government 

will not ban the techings of Indonesian 
Ahmadiyah Congregation (JAI) nor disolve the 
group..... 

The Government continued to acknowledge a 
government decree issued in 1980 which allows 
Ahmadiyah followers 
to implement the teachings 
among themselves...." 

"Pemerintah tidak akan melarang ajaran 
Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan tidak 
pula akan membubarkannya...., 
Pemerintah tetap akan memberlakukan 
keputusan Pemerintah yang diterbitkan pada 
tahun 1980 yang mengizinkan para pengikut 
Ahmadiyah mengamalkan ajaran mereka 
dilingkungan 

mereka sendiri . " 

Alwi Sihab, 

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 

THE JAKARTA POST, Thursday August 11,2005 


"Tidak ada larangan secara nasional atas aliran 
Ahmadiyah. Sebelum ada perintah Pengadilan, 
tidak ada larangan." 

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh 

seperti dikutip mengatakan oleh KORAN TEMPO terbitan 24 
Agustus 2005 


KATA SAMBUTAN 


Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh 

Hak-hak dan kebebasan dasar umat manusia ( human rights and 
fundamental freedom) telah menjadi norma dan ketentuan dalam sistem 
hukum nasional negara kita. Hak-hak dan kebebasan dasar tersebut 
termasuk diantaranya hak-hak dan kebebasan dasar mengenai 
kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Hak tersebut melekat pada 
diri manusia, bersifat kodrati dan universal sebagai karunia dan anugerah 
Allah Swt yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat 
oleh siapapun. 

Negara kita Republik Indonesia sangat menghormati dan melindungi 
hak-hak dan kebebasan dasar mengenai kemerdekaan beragama dan 
berkeyakinan itu dengan mencantumkannya dalam Konstitusi Undang- 
Undang Dasar RI 1945 sebagai hak dasar yang dijamin dan dilindungi 
oleh negara. Namun sungguhpun demikian, norma-norma dan ketentuan 
itu masih sering disalahfahami atau bahkan tidak diindahkan. 

Buku 'Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia' ini dapat membantu mengingatkan kita bahwa betapa 
konstitusi undang-undang dasar negara kita Republik Indonesia sangat 
menghormati, menjamin dan melindungi hak kemerdekaan setiap warga 
negaranya dalam hal beragama dan berkeyakinan sesuai dengan hati 
nuraninya. Jaminan dan perlindungan negara terhadap warganya dalam 
hal kemerdekaan beragama dan berkeyakinan itu diberikan dalam 
dimensi yang luas dengan tanpa membeda-bedakan suku, ras, kelompok 
atau golongan. 

Dari apa yang disuguhkan oleh buku ini pula para pembaca akan 
dapat lebih memahami dan mengetahui bahwa Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia sebagai lembaga/imstitusi yang keberadaannya di negara 
Republik Indonesia dijamin oleh negara Republik Indonesia yakni 
Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. 
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PENDAHULUAN 


Selama kurang lebih 62 tahun sejak masa kemerdekaan, negara 
Republik Indonesia telah melewati berkali-kali masa pergantian 
pemerintahan. Hal yang patut disyukuri adalah sekalipun kondisinya 
demikian, namun pemerintahan yang berkuasa tetap berpedoman kepada 
pondasi dan landasan negara yang sama yaitu Undang-Undang Dasar 
1945, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati jaminan 
kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses perjalanan upaya penerapan 
hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 di negara kita, masih ada pihak- 
pihak yang memiliki pemahaman yang keliru tentang hak-hak warga 
negara Republik Indonesia yang dijamin oleh undang-undang negara 
kita berkenaan dengan perbedaan pendapat, kebebasan berfikir dan 
berpemahaman. Pemahaman keliru ini semakin mengental dan 
mengancam kehidupan demokrasi. Ini tampak dari indikasi adanya 
'pemaksaan' terhadap orang lain atau kelompok lain termasuk terhadap 
Jemaat Ahmadiyah yang tidak boleh beda, atau tidak boleh berpenafsiran 
beda. Pemaksaan tersebut terkadang dilakukan dengan cara- cara anarkis 
dan kekerasan. Sikap pemaksaan seperti ini tidak saja mematahkan 
semangat demokrasi, akan tetapi juga mematikan prinsip dan hak 
kemerdekaan berfikir, kemerdekaan beragama dan kemerdekaan 
berpemahaman serta prinsip dan hak kemerdekaan untuk berkeyakinan 
beda. 

Khusus mengenai persoalan Jemaat Ahmadiyah, dalam buku ini 
penyusun hendak memberikan pandangan hanya dari aspek legalnya 
mengenai keberadaannya di Indonesia, agar pihak manapun yang 
mencintai negeri ini dan yang berpedoman kepada hukum dan falsafah 
negara UUD '45, dapat mengembangkan sikap yang lebih arif dalam 
menghadapi setiap perbedaan serta selalu mengedepankan sikap 
tenggangrasa,toleransi dan bisa duduk berdampingan di negeri yang 
sangat kita cintai ini. 
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Terakhir, diucapkan terimakasih kepada semua pihak jajaran Pengurus 
Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia khususnya Sekertaris Umur Kharijiah 
yang telah membantu kami dalam menerbitkan buku ini, karena melalui 
kerjasama dan koordinasi dengan beliau-beliaulah buku ini dapat 
diterbitkan. 

Tentu saja buku ini masih jauh dari lengkap, dan mudah-mudahan 
dalam penerbitan berikutnya dapat lebih disempurnakan. Kritik dan saran 
kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat. 

Tangerang, Maret 2007 
Penyusun 


iv 
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Dasar-Dasar Hukum 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia 


I.l. Prinsip Republik Indonesia sebagai Negara Hukum 

Negara Republik Indonesia memiliki sifat dan prinsip sebagai negara 
hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai berikut: 

a. Pasal 1 ayat (3): 

"Negara Indonesia adalah negara hukum". 

b. Pasal 27 ayat (1): 

"Sega/a warga Negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya". 

c. Pasal 28-D ayat (1): 

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum". 

d. Pasal 28-1 ayat (1-2): 

"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan 
a pa pun". 
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"(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu." 

Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia terdiri dari warga Negara 
Indonesia yang juga memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum 
sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal tersebut diatas. 


1.2. Negara Republik Indonesia Mengenai Agama dan 
Keyakinan 

Mengenai hal ini negara Republik Indonesia telah mengaturnya dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tercantum dalam pasal sebagai 
berikut: 

a. Bab X Pasal 28-E ayat (1), (2) dan (3): 

"(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan 
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah 
Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". 

"(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai 
dengan hati nuraninya." 

"(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ". 

b. Bab X Pasal 28-1 ayat (1) dan (2): 

"(1) Hak untuk hidup , hak untuk tidak disiksa, hak 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun". 
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"(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 
mendapatkan perimdungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu." 

c. Pasal 29 ayat (2): 

"(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing- 
masing dan untuk beribadah menurut agama dan 
kepercayaannya itu." 

Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah warga Negara 
Indonesia, berhak memperoleh jaminan kebebasan dan perlindungan 
sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal diatas dalam hal memilih dan 
menentukan keyakinan. 

1.3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan sebuah deklarasi tentang hak 
asasi manusia yang bersifat universal yang disebut Universal Declaration 
of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk 
selanjutnya disingkat DUHAM). 

Deklarasi ini memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar, dan dimaksudkan agar menjadi acuan umum untuk semua rakyat 
dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak 
dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat 
Negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di 
wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. 

Sebagai Negara yang ikut serta di dalam deklarasi ini, pada tanggal 
28 Oktober 2005 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan dan 
mengesahkan Undang-Undang NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG 
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL 
RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN 
POLITIK). Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada 
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan harus menerbitkan 
Undang-undang ini dijelaskan sebagai berikut: 
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"Indonesia adalah negara hukum dan sejak 
kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. 

Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa 
meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah 
memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang 
sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa 
atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas 
kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua 
warga negara Indonesia di dalam hukum dan 
pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara 
Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga 
negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan 
(Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi 
setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap 
r penduduk untuk memeluk agamanya masing— masing 
dan untuk beribadat menurut agama dan 
kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap 
warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1))." 

"Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya 
pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. 
Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi 
pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. 
Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM 
akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas 
dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan 
ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang". 

"Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi 
Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 
Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua 
melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan 
ratifikasi atau pengesahan Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 
(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau 
Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 
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(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah 
meratifikasi International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)." 

"Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya 
bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan 
mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap 
Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" dan "Piagam 
Hak Asasi Manusia" . 

"Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut 
menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang- 
Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, 
penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak 
asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan 
"bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat 
dunia patut menghormati hak asasi manusia yang 
termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen 
internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" { huruf 
c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa 
Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa- 
Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal 
Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen 
internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" . 
Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional 
pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 
serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, 
dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama 
mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "International 
Bill of Human Rights" ( Prasasti Internasional tentang Hak Asasi 
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Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional 
inti mengenai HAM." 

"Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah 
mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 
Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI 
Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan 
MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang 
Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan 
dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua 
Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan 
komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan 
perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan- 
ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional 
mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang 
- Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai 
dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang 
kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945." 

"Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan 
perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen 
bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional 
untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu 
mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama 
mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- 
hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta International Covenant 
on Civil and Political Rights. (Kovenan Internasional tentang Hak- 
hak Sipil dan Politik)." (1) 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamasikan oleh 
Majlis Umum PBB itu memberikan hak dan kebebasan dalam ruang dan 


(1 ) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 2 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil 
dan Politik). 


8 DASAR-DASAR HUKUM DAN LEGALITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 


dimensi yang seluas-luasnya seperti yang tertuang di dalam deklarasi 
ini diantaranya: 

Pasal 2 (DUHAM) menyatakan bahwa: 

" Everyone is entitled to all the rights and freedoms set 
forth in this Declaration, without distinction of any kind, 
such as race, colour, sex, language, religion, political or 
other opinion, national or social origin, property, birth or 

status." 

"Furthermore, no distinction shall be made on the basis of 
the political, jurisdictional or international status of the 
country or territory to wich a person belongs, whether it 
be independent, trust, non - self - governing or under 
any other limitation of sovereignty." 

Artinya : 

Setiap orang berhak atas segala macam hak dan 
kebebasan yang tertuang dalam Deklarasi ini ; tanpa 
membeda-bedakan apa pun juga, baik ras, warna, 
jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat 
lainnya, kebangsaan atau asal-usul 
kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran atau status. " 

"Lebihjauh sikap membeda-bedakan itu tidak akan dilakukan 
atas dasar politik, jurisdiksi atau status international negara 
atau wilayah dimana seseorang tinggal, baik secara 
independen, kepercayaan, tidak memiliki pemerintahan 
sendiri atau berada dibawah kekuasaan pemerintahan yang 
lainnya." 


Sementara itu dalam hal agama dan keyakinan, Deklarasi Universal 
ini mengaturdan memberikan jaminan hak dan kebebasan berkeyakinan 
dan beragama, termasuk hak kebebasan untuk merubah agama dan 
kepercayaannya baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama 
orang lain dalam suatu kumpulan atau komunitas. 
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Pasal 18 DUHAM menyatakan bahwa: 

"Everyone has the right to freedom of thought, conscience 
and religion; this right includes freedom to change his 
religion or belief, and freedom, either alone or in community 
with others and in public or private, to manifest his religion 
or belief in teaching, practice, worship and observance." 

Artinya : 

"Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, 
berkeyakinan dan beragama. Hak ini termasuk 
kebebasan untuk merubah agama dan 
kepercayaannya, bisa dimiliki secara sendiri atau 
bersama orang lain dalam komunitas, dan secara 
publik atau privat, untuk memanifestasikan 
agamanya atau kepercayaanya dalam pengajaran, 
pengamalan, penyembahan dan peribadahan." 

Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah elemen warga negara 
yang berhak memperoleh dan mendapatkan hak-haknya dalam hal 
memiliki kepercayaan dan keyakinan sebagaimana yang dituangkan di 
dalam Deklarasi Universal Majlis Umum PBB ini. 


1.4. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 (Undang-Undang 
HAM) 

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini juga 
tercantum pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan keyakinan. 

Pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham: 

"1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing- 
masing dan beribadah menurut agama dan 
kepercayaanya itu." 

"2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
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beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya 

itu." 

b. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham: 

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab 
menghormati, melindungi, menegakkan, dan 
memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 
undang-undang ini, peraturan perundang-undangan 
lain, dan hukum internasionai tentang hak asasi 
manusia yang diterima oleh Negara Republik 
Indonesia." 

Mengingat hal diatas, Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai lembaga, 
dan anggotanya sebagai individu, dalam hal memiliki keyakinan dan 
kepercayaan selain dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 
1945, juga dijamin dan dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 


1.5. International Covenant on Civil and Political Rights 
(Kovenan Internasionai tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) 
& UU No. 12 Tahun 2005 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
merupakan sebuah aturan yang disepakati oleh bangsa-bangsa dan 
memilki kekuatan mengikat secara hukum. Indonesia telah meratifikasi 
ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasionai tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Artinya, Indonesia telah 
menjadi Negara Pihak (state parties) yang terikat oleh aturan internasionai 
tersebut. 

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik 
yang tercantum dalam DUHAM. Kovenan ini terdiri dari pembukaan dan 
Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Pada pembukaan kovenan 
ini mengingatkan Negara-negara akan kewajibannya, untuk memajukan 
dan melindungi HAM; mengingatkan individu akan tanggung jawab untuk 
bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam 
kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakat, dan 
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mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk 
menikmati kebebasan sipil dan politik hanya dapatterwujud apabila telah 
tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hal-hak sipil 
dan politiknya. Jemaat Ahmadiyah Indonesia tentu saja adalah bagian 
dari masyarakat Indonesia yang juga memperoleh jaminan dari Kovenan 
ini. 


Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak individu yang 
tidak dapat dibatasi atau dicabut. Oleh karena itu hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan dijamin oleh Kovenan ini. Pasal 18 ICCPR & 
UU No. 12 Tahun 2005 menyatakan : 

"1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, 
berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup 
kebebasan untuk menganut atau menerima suatu 
agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, 
dan kebebasan baik secara individu maupun 
bersama-sama dengan orang lain, dan baik 
ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan 
agama atau kepercayaannya dalam kegiatan 
ibadah, ketaatan , pengamalan dan pengajaran." 

"2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga 
mengganggu kebebasannya untuk menganut atau 
menerima suatu agama atau kepercayaannya 
sesuai dengan pilihannya." 

"3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau 
kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi 
oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk 
melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau 
moral masyarakat atau hak dan kebebasan 
mendasar orang lain." 

"4. Negara-Negara Pihak pada kovenan ini berjanji 

untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada 
wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan 
agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai 
dengan keyakinan mereka sendiri." 
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1,6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan 

Dalam Undang-Undang ini diantaranya telah diatur tentang organisasi 
kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 sebagai berikut: 

"Organisasi Kemasyarakatan berhak : 

a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan 
organisasi ; 

b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan 
tujuan organisasi." 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi masyarakat yang 
anggotanya warga negara Indonesia dimana tatanan organisasinya telah 
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, baik 
mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya maupun 
ketentuan ketentuan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ini. (2) 


1.7. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 

Pembentukan sebuah peraturan menganut sistem hirarkhi. Artinya 
peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (lex superior derogate 
legi imperior ). 

Pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 
menetapkan dalam TAP MPRS No : XX/MPRS/1966, tentang Sumber 
Tertib Hukum dan Tata Urutan atau hirarkhi Peraturan Perundang- 
undangan. 


(2) Lihat Lampiran 3 halaman 47 pernyataan Direktorat Jenderal Sosial Politik 

Departemen Dalam Negeri dengan Suratnya nomor 363.A/DPM/505/93 dan Lampiran 
12 halaman 65 Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang R.l. No.8 Tahun 1985 Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia. 
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Kemudian semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, tanggal 
25 Mei Tahun 2004, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
telah sepakat menandatangani nota persetujuan materi muatan Undang- j 
Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam 
ketentuan yang baru ini, jenis hirarkhi Peraturan Perundang-undangan 
diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Adapun tata urutan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
secara hirarkhi menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 
tahun 2004 ini sebagai berikut : 

- Undang-Undang Dasar 1945 

- Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perpu) 

- Peraturan Pemerintah (PP) 

- Peraturan Presiden (Perpres) 

- Peraturan Daerah (Perda) 

Menurut tertib dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan yang 
diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini, ; 
jika Pemerintah membuat Undang-Undang/Perpu, maka Undang-Undang/ 
Perpu yang dibuatnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945. 

Demikian juga jika Pemerintah membuat atau menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP), maka Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat atau 
diterbitkannya tidak boleh bertentangan dengan UU/Perpu terlebih lagi 
peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1 
1945. 

Demikian juga jika Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden 
(Perpres), maka Peraturan atau Perpres yang dikeluarkannya tidak boleh 
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP), atau bertentangan 
dengan UU/Perpu, terlebih lagi Perpres itu tidak boleh bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Demikian juga Pemerintah Daerah jika mengeluarkan Peraturan 
Daerah (Perda), maka Peraturan Daerah atau Perda yang dikeluarkannya 
tidak boleh bertentangan dengan Perpres, dengan PP, dengan Perpu 
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terlebih lagi Perda itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 
pasar 1945. 

Tertib dan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang diatur oleh 
pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini meliputi 
berbagai hal, termasuk tentu saja peraturan perundang-undangan yang 
mengatur masalah agama dan keyakinan. 
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Bab II 


Lega litas 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia 


II.l. Jemaat Ahmadiyah 

jemaat Ahmadiyah didirikan pada tanggal 23 Maret tahun 1889 M di 
Qadian India oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as. Beliau lahir pada 
tahun 1835 M dan telah wafat pada tahun 1908 M. Jemaat Ahmadiyah 
bukan agama baru dan tidak pula membawa ajaran baru. Anggota Jemaat 
Ahmadiyah adalah Islam, kitab sucinya Al-Quran yang terdiri dari 30 juz 
dan 114 surah, nabinya Nabi Muhammad Saw berdasar kepada 5 Rukun 
Islam dan 6 Rukun Iman. 

Sekarang, Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh Hz. Mirza Masroor Ahmad, 
atba, yaitu Khalifah yang ke 5 penerus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as. 
Sejak mulai didirikannya hingga sekarang (th 2007), Jemaat Ahmadiyah 
telah berkembang dan tersebar di 185 negara di seluruh benua di dunia. 
Sebagai organisasi yang hanya berkiprah dalam bidang kerohanian dan 
sama sekali tidak memiliki tujuan-tujuan politik, Jemaat Ahmadiyah telah 
berhasil menyebarluaskan dakwah Islam di daratan Eropa, Australia dan 
Amerika dengan mendirikan masjid-masjid dan pusat-pusat dakwah di 
kota-kota penting di ketiga benua tersebut. 

Sementara itu di daratan Benua Afrika, selain berhasil 
mengembangkan dakwah Islamnya, Jemaat Ahmadiyah juga telah 
berhasil mengembangkan dunia pendidikan dan kesehatan dengan 
mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit hampir di 
semua negara di Afrika. Demikian juga di Asia, dakwah tengah terus 
berkembang di daratan India dan Timur Tengah hingga ke Jepang, 
China dan Korea di belahan negeri mana sebelumnya dakwah Islam 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berkembang. (3) 


( 3 ) Laporan Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia, pidato hari ke 2 Hz. Mirza 
Masroor Ahmad atba, pada Jalsah Salanah (Pertemuan Tahunan) International United 
Kingdom, 2006. Darsus No. 04 Zhuhur/Agustus 2006. 
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II. 2. Jemaat Ahmadiyah di Indonesia 

Jemaat Ahmadiyah masuk ke wilayah Indonesia sebelum negara kita 
merdeka, yaitu melalui Muballigh Maulana Rahmat Ali HAOT yang ketika 
itu secara khusus diutus oleh pimpinan Ahmadiyah Internasional ke 
wilayah Indonesia. Muballigh Maulana Rahmat Ali HAOT membawa 
Ahmadiyah masuk ke wilayah Indonesia melalui kota Tapaktuan, 
Aceh (sekarang Nanggroe Aceh Daarussalaam) pada tanggal 2 
Oktober tahun 1925 M. Dari sana Jemaat Ahmadiyah berkembang ke 
wilayah Sumatera Barat dan pada tahun 1931 masuk ke Batavia (sekarang 
Jakarta). Pada tahun 1932, Jemaat Ahmadiyah telah berkembang di 
wilayah Batavia (Jakarta) dan Bogor. 

Kepengurusan organisasi Jemaat Ahmadiyah di kedua wilayah itu pun 
ketika itu terbentuk yakni Pengurus Jemaat Ahmadiyah Betawi dan Jemaat 
• Ahmadiyah Bogor. Dari wilayah Betawi dan Bogor Jemaat Ahmadiyah 
kemudian berkembang ke wilayah Pulau Jawa lainnya seperti Tangerang, ; 
Cianjur, Sukabumi, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Karawang dan 
Iain-lain. 

Setelah Jemaat Ahmadiyah tersebar dan kepengurusannya terbentuk 
di beberapa kota di Sumatera dan hampir di seluruh bagian pulau Jawa, 
maka pada tahun 1935 Jemaat Ahmadiyah Indonesia membentuk 
Hoofdbestuur atau Pengurus Besar. Dan pada tanggal 12-13 Juni tahun 
1937, Jemaat Ahmadiyah di Indonesia menyelenggarakan kongres yang 
pertama di Masjid Hidajath, Jl. Balikpapan 1/10 Jakarta dihadiri oleh 
wakil-wakil Ahmadiyah dari cabang-cabang yang ada ketika itu untuk 
membahas AD dan ART Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Konferensi 
tersebut menyetujui AD dan ART Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan * 
nama AADI, yaitu Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia. 
Pada tahun 1949, atau 3-4 tahun setelah Republik Indonesia berdiri, 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau yang ketika itu bernama AADI kembali 
menyelenggarakan kongres di Jakarta pada tanggal 9 s/d 11 Desember 
1949 yang dihadiri oleh cabang-cabang AADI. Kongres tersebut 
menyetujui AD dan ART yang baru dan menyetujui penggantian nama 
Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia atau AADI menjadi 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia. (4) 


(4) 50 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Majalah Sinar Islam Nomor Yubilium, Sulh 1 355 / 

Januari 1976 
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jj 3 , Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Jemaat Ahmadiyah adalah 
organisasi kerohanian, bukan organisasi politik dan tidak memiliki tujuan- 
tuiuan politik. Di dalam mengembangkan dakwah rohaninya, Jemaat 
Ahmadiyah senantiasa loyal dan patuh kepada undang-undang 
negara serta kepada pemerintah yang berkuasa dimana pun Jemaat 
Ahmadiyah berdiri. 

Ketika Republik Indonesia mulai berdiri, dan tatanan pemerintahan 
serta undang-undang negara Republik Indonesia telah tertata dan 
terbangun, Jemaat Ahmadiyah pun segera menyesuaikan diri dengan 
peraturan pemerintahan dan perundang-undangan yang ada di negara 
Republik Indonesia. Pada akhir tahun 1952, Pengurus Besar Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia mengajukan surat kepada pemerintah Republik 
Indonesia yaitu surat permohonan pengesahan AD dan ART Jemaat 
Ahmadiyah untuk diakui sebagai Badan Hukum. Dan pada tanggal 13 
Maret 1953 Menteri Kehakiman RI Indonesia melalui Surat 
Keputusan No. JA.5/23/13 menetapkan, bahwa Perkumpulan 
atau Organsiasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia diakui sebagai 
sebuah badan hukum. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut 
dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 31 Maret 
1953 Nomor 26.< 5 > 

Pengakuan Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu lebih 

dipertegas lagi oleh pernyataan Surat Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat Nomor 0628/KET/1978 tanggal 19 Juni 1978 yang 
menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah diakui 
sebagai badan Hukum berdasarkan Statsblaad 1870 No.64. (6) 

Selanjutnya, Kelengkapan Organisasi Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia juga diakui telah memenuhi persyaratan ketentuan 
Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan sehingga keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia 


(5) Lihat lampiran 1 halaman 27. Dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI 
tanggal 15/8 tahun 1989 No.65 tentang perubahan AD Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1985. lihat halaman 33. 

(6) Lihat lampiran 2 halaman 45 
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dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang 
berlaku oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen 
Dalam Negeri dengan Surat nomor 363.A/DPM/505/93 (7) 

Demikian juga dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 
tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986 serta Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, 
Tata Cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan 
Lambang Organisasi Kemasyarakatan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
telah diakui keberadaannya oleh Departemen Dalam Negeri 
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dengan 
Nomor inventarisasi di DEPDAGRI dengan sifat kekhususan Kesamaan 
Agama Islam tanggal 5 Juni 2003 dengan nomor 75/D.I/VI/2003. (8) 9 10 

r Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga telah masuk dalam daftar 
inventarisasi Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal 
Sosial Politik Departemen Dalam Negeri 1988/1989 dengan nomor urut 
inventarisasi 297.< 9 > 

Sebagai organisasi yang diakui sebagai Badan Hukum yang sah oleh 
Pemerintah Republik Indonesia dan kelengkapan organisasinya 
memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang ada, 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia diperlakukan seperti organisasi keagamaan 
yang sah lainnya oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti: 

1. Telah ditunjuk sebagai Lembaga Keagamaan ber-Badan 
Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah 

sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.38/ 
DJA/1979 tanggal 2 Mei 1979 < 10 >; 


(7) Lihat lampiran 3 halaman 47 

(8) Lihat lampiran 4 halaman 49 

(9) Lihat lampiran 5 halaman 51 

(10) Lihat lampiran 6 halaman 53 
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2. Telah ditunjuk sebagai Organisasi Yang dimaksud Dalam 
Ketentuan Presiden RI No.133 Tahun 1953 yaitu diberi 
kebebasan bea masuk atas pemasukan barang-barang 
kiriman hadiah sebagaimana ditetapkan dengan SK Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-524/MK/III/8/1970 
tanggal 19 Agustus 1970 (11) ; Edaran Kantor Besar Jawatan Bea 
Dan Cukai Jakarta No.IM/IVa7/KB/l/9 Tanggal 16 Pebruari 1960 (12) 
dan Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/099/1970 
Tanggal 6 Maret 1970 dalam surat mana Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia juga sekaligus dinyatakan sebagai TERDAFTAR 
di Departemen Agama Republik Indonesia sejak tanggal 2 Maret 
1970 dengan Nomor:046/J/1970. (13) . 

3. Pernikahan para anggota Jemaat Ahmadiyah dicatat di 
Kantor Urusan Agama sebagaimana surat Jawatan Urusan 
Agama Kantor Pusat Jakarta No.259/B/158 tanggal 18 September 
1958. (14) 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang 
taat kepada hukum dan peraturan telah berupaya memenuhi peraturan 
perundang-undangan yang ada dan yang berlaku di Indonesia. Oleh 
karenanya Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 
11 Agustus 1982 Nomor R-786/D. 1/8/1982 tentang Jemaat Ahmadiyah 
menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada Keputusan JAKSA 
AGUNG yang melarang Ahmadiyah di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. (15) 


(11 ) Lihat lampiran 7 halaman 55 

(12) Lihat lampiran 8 halaman 57 

( 1 3) Lihat lampiran 9 halaman 59 

(14) Lihat lampiran 10 halaman 61 

( 1 5) Lihat lampiran 1 1 halaman 63 
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Tambahan Berita - Negara R.I. tanggal 31 - 3 - 1953 Nr 26. 


Nr. 22 


1953 


ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT 


KUTIPAN 

dari daftar Penetapan Menteri Kehakiman 
tertanggal 13 Maret 1953 No.J.A 5/23/13. 


MENTERI KEHAKIMAN: 


Membatja: 

I. surat permohonan tertanggal 30 Oktober 1952 dari R.Hidajat dan Hasan Ahja 
Barmawi, bersama-sama dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut 
dibawah ini: 


II. surat dari Wali Kota Djakarta Raya, tertanggal 4 Maret 1953 No. 1217/U.D. 

Mengingat fasal 1, 2 dan 3 dari Firman Keradjaan tertanggal 28 Maret 1870 No. 2 
(Staatsblad Indonesia No. 64), sebagaimana terachir diubah menurut Ordonansi tertanggal 
4 Djuni 1938 (Staatsblad No. 276) dan Penetapan Pemerintah tertanggal 18 Oktober 
1937 No. 18 (Staatsblad No. 573); 


Memutuskan: 


Mengetahui anggaran dasar perkumpulan Djema'at Ahmadi Indonesia berkedudukan 
di Djakarta sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, 
dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum. 


Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon-pemohon untuk diketahui dan 
dituruti. 


Sesuai dengan Daftar tersebut: 
Kepala Bagian Badan-badan Hukum 


u.b. 

Pegawai yang diperbantukan, 

A.J.A. THEIJS. 
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ANGGARAN DASAR 

dari 

DJEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 


I. Nama dan Waktu Didirikan: 

Djema'at Ahmadiyah bagian Indonesia diberi nama Djema’at Ahmadiyah Indo- 
nesia dapat tempat kedudukan Djakarta dan didirikan pada tahun 1925 (M) 
untuk waktu yang tidak tertentu. 

II. Maksud: 

Maksud Djema'at ini ialah menjebarkan Agama Islam menurut peladjaran Hazrat 
Masih Mau’ud a.s. dan para Khalifahnya ke seluruh Indonesia, dan membantu 
Djema’at Ahmadiyah diluar Indonesia dalam hal itu. 

IILIchtiarnya: 

Ichtiar untuk mentjapai maksud itu ialah: 

a. Menjebarkan kebenaran Agama Islam dengan lisan, tulisan dan amal jang 
baik menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Hadits. 

b. Memadjukan pendidikan dan peladjaran dan mendirikan badan-badan sosial. 

IV. Tjara Menjampaikan Tabligh: 

Djema’at ini menjiarkan tablighnja dengan tjara-tjara jang aman dan 
menjampaikan kebenarannja sama sekali tidak dengan paksaan, melainkan dengan 
keterangan dan tjara, jang tidak melanggar Undang-Undang Negara dan 
didasarkan atas Sjari’at Islam, ‘aqal dan fikiran. 

V. Terhadap Pemerintah: 

Djema’at Ahmadiyah Indonesia -berdasar atas peladjaran Ahmadiyah- tunduk | 
pada Undang-Undang Negara. 

VI. Djema’at: 

Djema’at Ahmadiyah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa Daerah. 

VII. Tjabang: 

Tiap-tiap Daerah itu terdjadi dari beberapa Tjabang. 

VIII. Keahmadian (Keanggautaan): 

Djema’at Ahmadiyah Indonesia ini terdjadi dari orang-orang Ahmadi. Yang 
disebut Ahmadi ialah: 

a. Laki-laki atau perempuan jang telah beriman dan mengaku dengan hati dan 
iqrar dengan lisan atau tulisan (baiat), bahwa segala da’wa Hazrat Mirza 
ghulam Ahmad a.s. itu benar dan mengikuti kepada jang menjadi Khalifah- 
khalifahnja, dan ia masuk dalam baiat Khalifah jang ada pada waktu itu. 
Sjarat-sjarat baiat jang sepuluh dan formulir baiat terlampir sebagai 
lampiran I; 
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b. Anak-anak orang Ahmadi jang belum ‘aqil baligh. 


IX. Pengurus Djema’at Ahmadiyah Indonesia: 

Djema’at Ahmadiyah Indonesia dipimpin oleh Utusan-utusan (Missionaris) 
Hazrat Amirul Mu’minin Khalifatul Masih dan Pengurus Besar. 

X. Pengurus Besar: 

1. Pengurus Besar terdiri dari: 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 

c. Sekretaris Chas 

d. Sekretaris Chas II 

e. Sekretaris Tabligh 

f. Sekretaris Ta’ lim wa Tarbiyat 

g. Sekretaris Mai 

h. Sekretaris Muhasib 

i. Sekretaris Umur Kharidjiyah 

j. Sekretaris Umur Ammah 

k. Sekretaris Ta’lif waTasnif 

l. Sekretaris Tahrikul Djadid 

m. Sekretaris Auditor dan djika perlu Sekretaris-sekretaris lainnya. 


2. Pengurus Besar jang pertama adalah: 

a. Ketua: Soekri Barmawi, Kepala Sekolah Guru Atas 2 di Bandung. 

b. Wakil Ketua: R. Kartaatmadja, Kepala Urusan Pegawai Kantor Jajasan Lektur 
Djakarta. 

c. Sekretaris Chas: R. Hidajath, Kepala Urusan Pegawai dikantor Besar 
Kehutanan Djakarta. 

d. Sekretaris Chas II: Mohammad Tojib, Anggauta Dewan Komisariat P.G.R.I. 
daerah Djakarta- Raya, Ketua Persatuan Orang Tua Murid Djakarta- Raya. 

e. Sekretaris Tabligh: Ahmad Noerdin, Komis Kepala Djawatan R.R.I. bagian 
siaran luar Negeri, Djakarta. 

f. Sekretaris Ta’lim wa Tarbiyat: R. Ahmad Sarida, Komis Kepala Djawatan 
Bimbingan dan Perawatan Sosial Chusus Djogjakarta. 

g. Sekretaris Mai: R. Joesoef Ahmadi, Ketua Tata Usaha Kementerian Kesehatan 
pada Rumah Sakit Djiwa Bogor. 

h. Sekretaris Umur Kharidjiyah: R. Markas Atmasasmita; Kepala Bagian Balai 
Bahasa (Sunda) dari Kementerian P.P. dan K. di Djakarta. 

i. Sekretaris Umur Ammah: R. Soemadi Gandakoesoemah, Kepala Kantor 
Peninggalan Harta (Weeskamer) Sukabumi. 

j. Sekretaris Ta’lif wa Tasnif: Soedjadi Malangjoedo, Guru Sekolah Guru 
Pendidikan Djasmani Djogjakarta. 

k. Penilik Keuangan (Auditor): R. Satibi, Pensiun Komis Djawatan Kehutanan 
dan Penyelengaraan Urusan Sekolah Parki, Bandung. 

l. Komisaris untuk Sumatera: Abdul Karim Joesoef, Guru S.M.A. Padang. 
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XI. Pengurus Daerah: 

Pengurus Daerah terdiri dari: 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 

c. Sekretaris Chas 

d. Sekretaris Tabligh 

e. Sekretaris Ta'lim wa Tarbiyat 

f. Sekretaris Mai 

g. Sekretaris Muhasib 

h. Sekretaris Umur Kharidjiyah 

i. Sekretaris Umur Ammah 

j. Sekretaris Ta' lif wa Tasnif 

k. Sekretaris Tahrikul Djadid 

XII. Pengurus Tjabang dan Ranting: 

l . Pengurus Tjabang sekurang-kurangnja terdiri dari: 

a. Ketua 

b. Sekretaris Chas 

c. Sekretaris Mai 

d. Selandjutnya boleh ditambah dengan Sekretaris-sekretaris lain, menurut ! 
kebutuhan. 

# 

2. Djika ada Tjabang, jang mengadakan Ranting, maka Ranting itu dipimpin 
oleh Ketua Ranting. 


XIII. Kedudukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus: 

a. Tiap-tiap Utusan Hazrat Khalifatul masih adalah Amir Djema’at dalam 
daerahnja dan seorang diantaranja berkedudukan sebagai Raisut-Tabligh. ; 

b. Pengurus Besar dipilih oleh Kongres. 

c. Pengurus Daerah dipilih oleh Konferensi Daerah. 

d. Pengurus Tjabang dipilih oleh Rapat Tjabang. 

e. Seorang anggauta Pengurus tidak boleh meletakan djabatannja, sebelum 
mendapat persetudjuan Pengurus Djema'at Ahmadiyah Indonesia. 

f. Pengurus Besar bertanggungdjawab atas segala hal ihwal Djema’at keluar 
dan kedalam. 

g. Pengurus Daerah bertanggungdjawab atas segala hal ihwal Djema’at dalam 
Daerahnja, keluar dan kedalam. 

h. Pengurus Tjabang bertanggungjawab atas segala hal ihwal Djema'at dalam 
Tjabangnja, keluar dan kedalam. 

XIV. Perubahan Pengurus: 

a. Tiga tahun sekali Pengurus Besar meletakkan djabatannja dan diganti oleh 
Pengurus Besar baru. 

b. Semua Pengurus Daerah dan Tjabang meletakkan djabatannja dalam dua 
bulan setelah pemilihan Pengurus Besar baru dan diganti oleh Pengurus baru. 

c. Anggauta-anggauta Pengurus lama dapat dipilih kembali. 
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d. Sebelum habis tempo tersebut, dalam keadaan jang chas, dapat diadakan 
perubahan dengan seizin badan jang lebih tinggi. 

XV. Keuangan: 

1 . a.Djema’at ini mendapat harta benda dari zakat, sadqah, wakaf, tjandah ‘am, 

tjandah wasiyat, tjandah chas dan lain-lain penghasilan jang halal. 

b.Tiap-tiap Ahmadi harus membajar tjandah ‘am sebanjak 1/16 dari 
penghasilan atau pentjahariannja. 

2. Djema’at Ahmadiyah Indonesia harus membelanjakan semua harta bendanja 
untuk urusan Agama, dan djuga untuk kepentingan umum atau amal. 

3. Pengurus Djema’ at Ahmadiyah Indonesia atau instansi jang lebih tinggi berhak 
penuh untuk melihat perhitungan keuangan Djema’at Ahmadiyah Indonesia, 
daerah-daerahnja dan tjabang-tjabangnja; begitu pula memeriksa pekerdjaan- 
pekerdjaannja jang lain. 

XVI. Rapat: 

Rapat ada enam matjam: 

1 . KongresTahunan, jaitu rapat Djema’ at Ahmadiyah Indonesia, jang diadakan 
setahun sekali dengan dipimpin oleh Pengurus Besar dan terdiri dari Utusan- 
utusan, Pengurus Besar, Wakil-wakil Daerah, Wakil-wakil sekalianTjabang, 
Wakil-wakil Ladjnah Imaillah dan dimana perlu badan-badan Ahmadiyah 
lainnja; dan dapat dihadiri oleh tiap-tiap anggauta Ahmadiyah sebagai 
penindjau. 

2. Konferensi Daerah, jaitu rapat Pengurus Daerah dengan Utusan-utusan, Wakil 
Pengurus Besar, Wakil-wakil Tjabang di daerah itu, Wakil-wakil Ladjnah 
Imaillah dan dimana perlu badan-badan Ahmadiyah lainnja, jang diadakan 
setahun sekali dengan dipimpin oleh Pengurus Daerah. 

3. Rapat Tahunan Tjabang, diadakan setahun sekali dan dihadiri oleh Utusan 
dan segenap Ahmadi di Tjabang itu dengan dipimpin oleh Pengurus Tjabang. 

4. Rapat ’am Tjabang, diadakan menurut keperluannja, akan tetapi tidak boleh 
kurang dari tiga bulan sekali. 

5. Madjlis Sjura Muballigin, terdiri dari semua Utusan seluruh Indonesia, 
diadakan menurut keperluan, sekurang-kurangnja setahun sekali. 

6. Rapat pleno Pengurus Djema’at Ahmadiyah Indeonesia, terdiri dari semua 
utusan dan Pengurus Besar, diadakan sekurang-kurangnja setahun sekali dan 
selambat-lambatnja dalam bulan Oktober. 


XVII. Mendirikan Badan-badan: 

Sedapat mungkin di tiap-tiap Tjabang didirikan : 

a. Ladjnah Imaillah, terdiri dari wanita Ahmadi. 


DASAR-DASAR HUKUM DAN LEGALITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 31 


b. Nasiratul Ahmadiyah untuk puteri-puteri Ahmadi. 

c. Athfalul Ahmadiyah untuk anak-anak Ahmadi. 

d. Khudamul Ahmadiyah untuk pemuda Ahmadi. 

e. Ancarullah untuk orang-orang tua Ahmadi. 

XVIII. Merubah Peraturan: 

Peraturan jang tersebut dalam Fasal I sampai dengan XVII diatas dan sesuatu 
keputusan jang diambil menurut itu dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh 
Hazrat Khalifatul Masih baik atas usul Kongres Tahunan dengan suara sekurang- 
kurangnja 2/3 dari banjaknja suara jang hadir, maupun atas kemauan beliau 
sendiri, tidak mengurangi izin dari instansi jang berwajib. 

XIX. Peraturan-peraturan Selanjutnya: 

Segala hal jang harus diatur lebih landjut akan diterangkan dalam Anggaran 
Rumah Tangga, dan djika didalam Anggaran Rumah Tangga itu belum diatur, 
maka Pengurus Besar atas persetudjuan Majlis Sjura Mubaligin boleh 
mengadakan tindakan-tindakan jang perlu. 

Sebagai Anggaran Dasar 

HIDAJAT H.A. BARMAWI 
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ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT 


Tambahan Berita - Negara R.I. tanggal 15/8 - 1989 No. 65. 


PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. 
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA. 
Nomor 20. 


Pada hari ini, hari Selasa, tanggal duapuluh Juni seribu sembilanratus delapanpuluh 
sembilan. 

Berhadapan dengan saya, nyonya Lindasari Bachroem, 
Sarjana Hukum, notaris di Bogor, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal 
dan akan disebutkan dalam akhir akte ini: 

1 . tuan Insinyur Arif Bastaman, Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Bogor, 
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 34 B; 

2. tuan Gunawan Jayaprawira, Sekretaris Ta’lif Wa Tasnif Pengurus Besar Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Satria nomor 10, Kebayoran 
Lama, untuk sementara berada di Bogor; 

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa di 
bawah tangan tertanggal dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh enam, nomor 
0784/Ket/PB/86 bermeterai cukup dan dilekatkan pada asli akte ini, selaku kuasa dari 
dan karenanya untuk dan atas nama: 

1 . tuan Insinyur Syarif Ahmad Lubis, Ketua Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indone- 
sia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Balikpapan 1/10; 

2. tuan Dokter Haji Ahmad Dahlan, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Merdeka Timur nomor 14/5; 
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tuan-tuan mana dalam hal ini diwakili sebagai Pengurus Besar dari dan karenanya 
u ntuk dan atas nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, berkedudukan di Parung Bogor. 
Para penghadap telah saya, notaris, kenal. 

Para penghadap selaku kuasa seperti tersebut karenanya untuk dan atas nama Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia tersebut, menerangkan terlebih dahulu: 

bahwa dalam Kongres Tahunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, yang 
diselenggarakan di Jakarta pada tanggal delapanbelas April sampai dengan duapuluh April 
seribu sembilanratus delapanpuluh enam, telah diputuskan untuk mengadakan perubahan 
seluruh anggaran dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, seperti ternyata dari Notulen 
Keputusan Majlis Musyawarah (Kongres) Jemaat Ahmadiyah Indonesia tanggal 
enambelas-duapuluh April seribu sembilanratus delapanpuluh enam di Jakarta, bermeterai 
cukup dan dilekatkan pada asli akte ini; 

bahwa para penghadap dikuasakan untuk menyatakan dan menyusun seluruh 
perubahan tersebut dengan akte resmi tersendiri di hadapan notaris. 

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, para penghadap selaku kuasa seperti 
tersebut, menerangkan dengan ini mengadakan seluruh perubahan anggaran dasar Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia tersebut sebagai berikut: 


Bab I. 

Nama, tempat kedudukan dan waktu. 

Pasal 1. 

1 . Jemaat Ahmadiyah di Indonesia bemama Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 

2. Jemaat Ahmadiyah Indonesia terdaftar di Jakarta dan bertempat kedudukan di Parung 
Bogor. 

3. Jemaat Ahmadiyah Indonesia didirikan pada tahun 1925 (seribu sembilanratus 
duapuluh lima) untuk waktu yang tidak ditentukan dan telah disahkan sebagai Badan 
Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor J.A. 5/ 
23/13 tanggal tigabelas Maret seribu sembilanratus limapuluh tiga dan diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia nomor 26 tanggal tigapuluh satu Maret seribu 
sembilanratus limapuluh tiga. 


Bab II. 

A s a s 

Pasal 2. 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia berasaskan Pancasila. 
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Bab III. 

T u j u a n 

Pasal 3. 

1. Jemaat Ahmadiyah di Indonesia menghayati, mengamalkan dan mengamankan ] 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empat puluh lima). 

2. Jemaat Ahmadiyah Indonesia bertujuan: 

a. Mengembangkan Agama Islam, ajaran Nabi Muhammad salallahu Alaihi Wassalam 
menurut Alquran, Sunnah dan Hadits. 

b. Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta meningkatkan ^ 
kemampuan para anggautanya baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, 
akhlak, amal bakti maupun kerohanian. 

Bab IV. 

U s a h a. 

Pasal 4. 

1. Untuk mencapai tujuan tersebut Jemaat Ahmadiyah Indonesia : 

a. Berpartisipasi dalam usaha pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

b. Mengembangkan agama Islam dengan lisan, tulisan dan amal baik. 

c. Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan mendirikan badan-badan sosial. 

d. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah serta penerbitan dan 
siaran-siaran. 

e. Menjalankan kegiatan lain yang sah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Bab V. 

Keanggotaan. 

Pasal 5. 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia beranggotakan : 

a. Pria dan wanita yang telah beriman dan mengaku serta ikrar lisan atau tulisan (ba’at), 
bahwa segala da’wa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihi Salam dari Qadian, Masih 
Mau’ud itu benar dan yang bai’at pula kepada para Khalifahnya. 

b. Anak-anak anggota Ahmadiah yang telah aqil baliqh, kecuali yang secara tegas 
menyatakan tidak bersedia menjadi anggota. 

Bab VI. 

Susunan Organisasi. 

Pasal 6. 

Pimpinan Jemaat. 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang tersebar diseluruh Wilayah Negara Republik Indo- 
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n esia, dipimpin oleh seorang Amir yang dibantu oleh Mubalghin dan Pengurus Besar/ 
jVlajlis-e-Amlah. 


Alat kelengkapan organisasi terdiri dari : 

1 Majlis Musyawarah. 

2. Muballighin. 

3 . Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah. 

4 . Auditor. 

5 . Dewan Pengampu. 

6. Pengurus Cabang. 


A. Majlis Musyawarah terdiri dari : 

1 . Semua Ketua Cabang di Indonesia. 

2. Dua wakil terpilih dari tiap cabang yang dipilih khusus untk tujuan ini. 

3. Semua Mubaligh Jemaat yang bertugas di Indonesia. 

4. Semua anggota Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah. 

5. Dewan Pengampu. 

Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah menjadi Ketua dan Sekretaris Jenderal menjadi 
Sekretaris Majlis Musyawarah. 

B. Pelaksana dari hasil/keputusan Majlis Musyawarah adalah Dewan Pengurus, yaitu 
lembaga yang memimpin dan mengelola urusan-urusan Jemaat terdiri dari: 

1 • Amir sebagai Pimpinan. 

2 Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah yang bertindak sebagai Pimpinan bila 
Amir tidak hadir. 

^ Angota-anggota Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah. 

4- Mubalighin. 

^ Dewan Pengampu. 

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar menjadi Sekretaris Dewan Pengurus. 


DASAR-DASAR HUKUM DAN LEGALITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 37 


Pasal 7. 


Alat kelengkapan organisasi 


Pasal 8. 


Majlis Musyawarah. 



Pasal 9. 

M u b a 1 1 i g h i n. 

1. Muballighin adalah petugas-petugas Jemaat yang menyampaikan dan mengajarkan 
kebenaran Agama Islam dengan lisan, tulisan dan amal baik menurut al-Quran, Sunnah 
dan Hadits. 

2. Di antara para Muballighin ada seorang yang dipilih sebagai Muballigh Kepala/ 
Raisut Tabligh yang memimpin para Muballigh. 

3. Muballigh Kepala dapat diangkat menjadi Amir Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, 
yang bertugas mengeiola urusan-urusan Jemaat serta bertanggungjawab atas segala hal 
ihwal Jemaat Ahmadiyah Indoanesia ke luar dan ke dalam. 

Pasal 10. 

Majlis -E- Amlah/P engurus Besar. 

1 . Majlis -e-Amlah / Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia terdiri dari: 

1.1. Ketua. 

1 .2. Sekretaris Jenderal. 

1.3. Sekretaris Ta’lim WaTarbiyat. 

1 .4. Sekretaris Tabligh. 

1.5. Sekretaris Maal Penerimaan. 

1.6. Sekretaris Mai Pengeluaran. 

1 .7. Sekretaris Umur Kharidjiyah. 

1 .8. Sekretaris Dhiafat. 

1 .9. Sekretaris Isyaat. 

1.10. Sekretaris Al- Wasiat. 

1.11. Sekretaris Ta’lif waTasnif 

1.12. Umur Ammah 

1.13. Sekretaris Tahrik Jadid dan Perjanjian lainnya. 

2. Jika perlu sekretaris-sekretaris ini dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan 
Majlis Musyawarah. 

3. Anggota Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah bertanggungjawab kepada Dewan 
Pengurus. 

Pasal 11. 

Auditor. 

1. Auditor terdiri dari seorang atau lebih yang bertugas mengawasi lalulintas keuangan 
baik ditingkat pusat maupun di cabang-cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 

2. Dia/mereka bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus. 
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Fasal 12. 

Dewan Pengampu. 


1. Dewan Pengampu terdiri dari: 

1.1. Amir. 

1 2. Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah. 

1.3. Dua anggota lainnya. 

2. Dewan Pengampu Menguasai kekayaan Jemaat dan bertanggungjawab kepada Dewan 
Pengurus. 


Pasal 13. 

Pengurus Cabang 

1. Pengurus Cabang terdiri dari: 

1.1. Ketua. 

1.2. Sekretaris Khas. 

1.3. Sekretaris Ta’lim WaTarbiyat. 

1.4. Sekretaris Tabligh. 

1.5. Sekretaris Maal; 

selanjutnya boleh ditambah dengan Sekretaris-sekretaris lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

2. Pengurus cabang bertanggujawab kepada Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah. 

Pasal 14. 

Rapat-rapat 

1 . Rapat anggota/Cabang yaitu Rapat Tahunan Cabang diselenggarakan paling sedikit 
satu tahun sekali, dihadiri oleh Muballigh setempat dan segenap anggota Ahmadi di cabang 
itu, dipimpin oleh Ketua Cabang. 

2. Majlis Musyawarah melaksanakan rapat tahunan untuk Indonesia diselenggarakan 
satu tahun sekali, dihadiri oleh anggota-anggota yang tercantum dalam Bab VI Pasal 8 A. 

3. Rapat Dewan Pengurus diadakan secara berkala, yang dihadiri oleh anggota-anggota 
yang tercantum dalam Bab VI pasal 8 B. 
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Pasal 15. 

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai. 

1 . Muballigh diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Penguins. 

2. Pengurus Besar/Majlis-e-amlah, Auditor dan dua anggota Dewan Pengampu dipilih 
oleh Majlis Musyawarah. 

3. Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang. 

4. Anggota Pengurus tidak boleh meletakkan jabatannya sebelum mendapat persetujuan 
Dewan Pengurus. 


Bab VII 
Kekayaan 

Pasal 16. 

Kekayaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia diperoleh dari: 

.*f 

1 . Zakat, Shadaqah, Wakaf dan Hibah. 

2. Iuran (Candah) ‘Am sebesar 1/16 (satu per enambelas) dari penghasilan tetap anggota 
dan Candah Wasiat 1/10 (satu per sepuluh) sampai 1/3 ( satu per tiga) dari penghasilan 
dan kekayaan setiap anggota yang berwasiat. 

3. Dana-dana serta bantuan lain yang diperoleh dengan sah dan halal. 


Bab VIII 
Badan-badan 

Pasal 17. 

Dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdiri badan-badan antara lain: 

1 . Lajnah Imaillah, terdiri dari wanita Ahmadi berusia limabelas tahun ke atas. 

2. Ansharullah, terdiri dari pria Ahmadi berusia empatpuluh tahun ke atas. 

3. Khudamul Ahmadiyah, terdiri dari pemuda-pemuda ahmadi berusia limabelas 
sampai empatpuluh tahun. 

4. Athfalul Ahmadiyah, terdiri dari anak laki-laki Ahmadi dari umur tujuh tahun 
sampai dengan limabelas tahun. 

5. Nashiratul Ahmadiyah terdiri dari anak-anak perempuan Ahmadi dari umur tujuh 
tahun sampai dengan limabelas tahun. 
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Bab IX 

Perubahan Anggaran Dasar 

Pasal 18. 


I Anggaran Dasar dapat dirubah atas dasar Musayawarah dalam suatu Majlis 
Musyawarah yang dihadiri secara sah oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) suara 
yang hadir. 

2. Anggaran Dasar dan sesuatu keputusan yang diambil berdasarkan itu, dapat diubah, 
ditambah atau dikurangi oleh Hazrat Khalifatul Masih, Pemimpin Kerohanian Jemaat 
Ahmadiyah. 


Bab X 
P e n u t u p. 

Pasal 19. 

Hal-hal yang belum ditentukan dalam anggaran dasar ini diatur lebih lanjut dalam 
Anggaran Rumah Tangga, yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 

Sebagai yang telah diuraikan. 

Dibuat dan dilangsungkan di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan 
dihadiri oleh nyonya Sri Sumartini dan Nyonya Tien Fatimah, Sarjana Hukum, kedua- 
duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Bogor sebagai skasi-saksi. 

Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan 
saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, 
notaris. 

Dibuat dengan memakai empatpuluh tiga perubahan, ialah lima karena coretan biasa, 
tigapuluh karena coretan dengan memakai gantinya dan delapan karena tambahan. 

Akte aslinya ditanda-tangani secukupnya. 


Dikeluarkan sebagai salinan. 
Notaris Bogor, 


LINDASARI BACHROEM, S.H. 
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Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Juni 1989 akta ini telah didaftarkan dalam buku 
register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bogor di bawah No 
W01DH.18.HT.01. 10.89. 


Panitera, 

T.J., IBRAHIM SARAGIH. S.H. 
NIP. 040008182 


500.- 

1 . 100 .- 

1.600.- 


Ongkos-ongkos: 
BPA Rp. 

Upah tulis .. 

Jumlah Rp. 
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Kelua : 42353 
Tan if era : 40228 


PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT 

JALAN CAf All MADA NO. 17 
JAKARTA 


Ttl?. i Ilakl»«. ! 49675 

Pidana/PcrdaU x 40595 




VlET/1578. 


Jakarta, M >1 


-19-7L. 


faadaftaraa Jaaaat AlMADIAfl INDONESIA 
sabatral Badaa Hukiai.- 


I • P A d A | 

Tlh. 3 dr. NOKHTOLO S.H. 

Wakll Ketua Ahmad i ah Jadoaaala 
Jl*&allkpapaa I no. 10. 

I A K A R T A Puaat. 


Kaauajuk aura* Hauler a tort argali 2 Juni 1978 No . 3 O 4 /I/ PD /78 

jarlhel taraebvt pada hel aurat lal, dea*aa ho mat baraaaa lal kaai 
baritabuka* 1 

• bahwa parkuapulaa Jamaat Ahmad iy ah Iadoacala talah diaJcul aabaffal 
badaa hukua berdawarkaa Staatabla A 1870 No .64 r aebagal t. ray at a 
dari Sahara* Bor it a Na^ara 31-3-1953 No. 26 ymng dll amp ir 

kaa pada aura* Saudara tor*# but diataa f 

babwa dal am Staatablad tab. tldak ada aatu paaalpua y**e mongatur 
kaharuaaa b^l parktunpulaa jrmag diakrui eebagal badaa hukua ■»- 
aurut Staatablad itu, uatuk d ioatatka^ dldaf t arfcaa dl Paagadilaa 
Nac-rif 

a bahwa lata halwya daa^aa pextrunpulaa yaag dlaJrui aabaffal badaa 
huJcvun aaaurut ordoaaatla op da Iadoaaalaoha Varaaalging t*l. 

25 -9- 1939 Stbld. 39 . 570 Jo. 717. 

Perkuicpul aa taraabut satalah diakul aabafal badaa hukun aiaka 
daa^aa lot*U]NU K *tu* Peaffadllaa Na^ari did aft ar kaa dal am daftar 
toroead Lri j (vlda pawal 8 daa 18 dart onlonantia tab.) daa 
aelaajvtaya aax^urua ac ar Petikaa Ketetapanajra < 

Barlta Na^ara^- 


Paalklanlah dlharap *gmr aaajadlkaa raklum* 



'/ 


>U HAJI OIUUI UW Vft 

La tab.) daa 
d/taouruklcaa dal am 


Ketua Feagadllaa ftijgorl Jakarta 

? o * •/« , 

'( KUBiWULD aOUPIJOXP 3.H.) 
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ggpARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK 

Jalan Modnn Mordoka Ulara No 7 * Te^p. 373908 Jakarta 1011Q 


Jakarta, 20 September 1993 
Kepada 

Yth. Sdr. Ketua Umuin 

Pen^urua Pu ua t J amna t. 
Jomaai. Ahmad ivnh Indoaonia 
di 


Memporhatikan aurat Ponguruu Puaut Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia No. 1385/5 Moi 1993 - perihal 
begalitas Kobei'adaan Organioaoi Joinaat Ahm.idiyah 
Undone 8 lam maka no to] ah mempolajarj dokumeii 

pambori r.ahuan orgojiiooai dapat koxni uampai kan. bahwo 
AD/ART, Program Kerja oorta kclongkapan organ uan i 
lainnya telah memenuhi porsyaratan kotentuan Ondang 
Undang No. 8 Tahun 1985 ten tong Organ) saoi 
Komasyarakatan serta Peraturan Pelakisanaannya , 
sehinggu keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia t.oJah 
S88uai dongan Peraturan Porundangan ycina berlaku. 

Sehubungan dengxiri i.x,u da lorn molakuanakan kogiatan 
dan pengembangan organ isasi agar montunpuh prosodurn 
cesuai ketentuan yang beloku dari merigadukan kunaul taoi 
dan konninikaoi dengan PoDierintah/Pembina or«*n iuani 
balk di Tingkat Pusat uiaupun di Dacrah, aurtii Jnstuitsi 
terkait lainnya. 

Domikian untuk monjadi uiaklum. 


ir 

it 

ji r*n 
Ihel 


A ' 9 * 


Keberadaan Organ isaoi 
Jemaat Ahmad iyah 
Indonesia. 




JENDIiltAL UOSiAL- POI.l’iTK 
QIRBKiURXPEMDl NAAN MASYARAKAT 

j Wh. ‘ - A 

\ ,*** 

moeuono c 



Kao 

i ' 1 0ix* fc icn E)Ospo i 

[• Kadit Sonpol Propinoi ocjuruli 1 ndoncrUa 
ftinggai 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA 
DIREKlbRAT HUBUNGAN KELEMBAGAAN POLITIK 

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Telp. (021) 3450038 Jakarta 10110 


TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI 
Nomor Inventarisasi : 75 / D.I / VI / 2003 

Dalam rangka pelaksanaan Undar.g-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 1986, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Ruang Lingkup, Tata Cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama 
dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan telah diterima satu berkas surat 
kelengkapan pemberitahuan keberadaan/pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan 
dari: 

Nama Organisasi JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA ( 3 A I ) 

Sifat Kekhususan : KESAMAAN AGAMA ISLAM 

Tanggal Surat - : li JANUARI 2003 

Nomor Surat _ 694 / 11 JANUARI 2003 

Lamplran t *: GZ3 Akte Pendirian. 


CZI AD/ART. 

El Program Kerja. 

Li3 Susunan Kepengurusan Pusat. 
G3 Biodata Pengurus. 

£3 Formulir Isian. 

D Lain-lain. 


... Demikian tanda terima pembe-itahuan keberooaan Organisasi Ini 
oioankan sebagai bukti telah memberitahukan keberadaannya.- 


Jakarta, 5 j UNI 2 003 
AN. nK 
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: Ketua : 42353 
fan it era : 40228 


FENG A Dll. AN NEGER1 JAKARTA PUSAT 

JALAN CAVAII MADA NO. 17 
JAKAITA 


T«lp. J Hakim • 49675 

Pidana/PcrdaU : 4059) 


/tor/ 1978 . 


Jakarta, 12 £M5i 


19_..7L. 


f.adnTtajrna Janaat AJ DUD IAH INDONESIA 
■•bn^ni Bad** Bulnaia-' 


!• Pid« | 
r»h. 3 dr. POEftTOLO S.R # 


Vakil Katun Ahmad! ah Iadonnn 1* 


Jl*Balikj>apaa I no. 10. 

LA, UHT A Puaat. 


Kanuajuk aurat Baud nr n tortnaorali 2 Juni 1978 No. 304 / 1 / PH/?© 

parihnl taraabtrt pnda hnl aurat lai t daafa* hormat bnmaan U1 kaoi 
baritahukaa t 

• bnhwn parkuapulaa J manat Ahmndlyah Indonesia tnlah dlakui aabaffal 
bndna kxdrun benlaaarkaa Staatablad 18?0 No .64 ,aobn£al taruyata 
darl lx>«barn» Barita Na*nra 31-3-1953 Ko.26 jrang dll amp ir 

kaa pad* aural Saudnrn t am* but dint an | 

babrwn dalna Staatablad tab. tldak «d* antu paaaJpua ymag mon^ntur 
kaharuaaa bad parkuapulaa J+ag dlakui an bag* i bad** hukua *>•- 
aurut Bt*at«bl*d ltu t uatuk d loatntkaj^dldaf tarkan dl Paaffadlla* 

m bn hen*. Ini* hnlaya denga* parkuapulaa yam g dlakui aaba^nl badaa 
huloun aaaurut ordLoaantln op da Indonaalaoha Verne nixing t$l. 

25 -9- 1939 stbld. 39 . 570 jo. 7W. 

Perlcumpul an taraabut natal ah dlakui naba^nl badan hiikuta ainka 
daa*a A Kota taps* K «tua Pentad 11 an Nagerl didaftarkaa dal a* daTtar 
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DEPART EM F.N DA LAM NEGERJ 
RE PUB UK INDONESIA 


INVENTARISASI 

ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
YANG MEMBERITAHUKAN 
KEPADA PEMERINTAH 


D1REKT0RAT J ENDERAL SOSIAL POLITIK 
DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
1988/1989 
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1 

2 


3 

4 

5 

isa. 

Sinode Gereja Pcrvekutu 
an Kristen 

3/Sinodc/V/87 

22- 5 -1987 

25-5-1987 

289. 

Pertekufuan Pengusaha 
Injil Sepenuhnyj 
Internasional 

012/NB/rGBMr-!/ 

11/87 

3-4 -1987 

25-5-1981 

290. 

Lembaga Pengcmbangan 
Kesejahtearan Masyara- 
kat 

047/LPKM/V/87 

1-5 -1987 

25-5-1947 

29 1. 

Yayasan Kabul Kudus 
Indonesia 

0I0/YKKI/1987 

18-5-1987 

26-5 -1987 

292. 

Pusat Organisasi Ilmu 
Kasedan i at) Indonesia 

- 

16-5-1987 

26-5-1989 

293. 

Perwiu Wina K Encana 
Pusat 

26/Porwt[a Pul/ 
S<krt/V/87 

23- 5 -1987 

26-5-1987 

294. 

Gereja Penggerakan 
Kristus 


20/V/AD/Pinc/87 

20-5 -1987 

26-5-1987 

295. 

Persatuan Karyawan 
Film dan Televisi 
Indones.a 


1 44/EXT/KFT/V/87 

IS- 5 -1987 

26-5-198’ 

296. 

Gereja Kristen 
Kcbenaran 


06/GKK/V/87 

24-5 -1987 

26-5-1987 

297 

Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia 


0422/SJ/PB/8? 

23- 5 -1987 

26-5-1987 

298. 

Majelis Luhur Pcrguruan 
Taman Siswa 

218/L-5/H-MS/87 

11-5-1987 

26-5-1987 

299. 

Cabungin Perusahaan 
Pembibitan Unggas 
Indonesia (GPPU) 

r’3/V/GPPU/?-&7 

14-5 -1987 

26-5-1987 

300. 

Gereja Pantekosta Elim 

025/A/BPP/V/87 

15-5-1987 

26-5-1917 

301. 

Himpunan Penghayat 
Kepercayaan Terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa 
(HPK) 

S.01 l/UM/HPK.P/ 
V/87 

21-5-1987 

26-5-1987 

302. 

Yayasah Misi Pekabaran 
Injil Alkiiabiyah 
(YMPI ALKITABI- 
YAH) 

YMPI/0I9/IV/87 

1-4-1987 

27-5-1987 

303. 

Gerenasi Muda Persatu* 
an (GMP) 

502/PP/GMP/V/ 

1987 

25- 5 -1987 

27-5-1987 

304. 

Ikatan Konsultan pajak 
Indonesia 

020/Sekrt/PP/V/87 

26- 5 -1987 

27-5-1987 




- 

' 

— 
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'III 


SALIHAN Surat Kcputuson Monteri Dalaw Negeri. 

No. Sk.36/DJA/1979. 

Tentang 

PENUNJUKA11 JEMAAT AHflABIYAH INDONESIA SERAGAI DADAN HUKUM YANG 
DAPAT MEHTUNYAI HAK MILIX ATAS TANAH. 


MBNTKHI DAL/vii NEGERI, 

Mfl>03/vCA : 

"1. Surat pcruohonan tanggal 15 April 1970 No. 21 l/K/PD/70 dnri Sdr. Moertolo, Nil. 
qq. Jeraoot Ahmadiynh Indonesia olawat Jalon Bolikpnpan 1 No. 10 Jakarta Puont, 
tentang pcruohonan agar Jcmaat Ahmad iyah Indonooia yang diuaksudkan dolota Tone 
tapon Montori Kehakiuan R.I. tanggol 13 Harot 1953 No. J. A. 5/23/13 (Tnubahan No 
rita Negara R.I. tonggal 31 Mnrot 1933 No. 26) yang cabong-eabangnyo tereebar 
di soluruh Indonesia, dapat ditunjuk aebogai Bo dan Jfukuiu yang dapot uwmpunyoi 
tanah dengon hak inilik ; 

2. Kutipon dari daftor Penotapan Monteri KehnUimon tortanggal 13 Marot 1953 No.J. 
A. 5/23/33 5 

3. Potocopy mirat Pongadilan No, ori Jakarta Puoat tanggal 19 Juni 1970 Ho. 0620/ 
Ket/1970 ; 

4* Surat Doportomcn Agoum R.I, cq. t&rjon. Biuibingan Masyarakat Ialmu dan Urusnn 
Haji tgl . 1 6 J-nuari 1979 No . DVl/ Ank/j /l 42/79 . 

MENI11DANG : 

1 . hnhwa untuk uundapatkan kopantion opokah ba.dnn? keagauaan/soeinl dnpnt i.ig. rpu— 
nyni hak uilik at. as tannh pcrlu diadnkan ponunjukan sobagaiLinna diuakaud oloh 
pasal 21 oyat 2 Vndang2 Ho. 5 tahun I960 j 

2. Bahwa tanah-tnnah badan2 koagncjoan/eoaial yang dapat dipunyoi dengan link uilik 
hanya torbatao pads tnnch 2 yang diporgunakan untuk koporluan yoi ng longsung ber 
hubungan donga n uoriha dala..i bid; mg koagaunan dan sosIfI j 

3. Bahwa Jewaat Alinadiyoh Indonooia berkedudukan di Jakarta, tolah iliakui scba.goi 
Dorian Hukun berdooarkan Stnatablad 1070 No. 64 (Loubaran Bcrita Nogarn R.I. t^l. 
31-3-1953 No. 26) ; 

4. Bahwa dipandang porlu untuk uenunjuk Jouant Ahuadiyoh Indonesia sobogni Bodcu. 
Hukuu yang dapat uoupunyai tanah dongan link uilik ; 

5. Bahwa berhubung dongnn uakiiud Und-mg2 No . 5 tahun I960 (L.H. tahun I960 M 0 .IO 4 ) 
dpn Pcraturan Pouorintah Ho. 30 tahun 1963* untuk ucubatr.si po tail ikon tanah oloh 
badan 2 hulcun, mnka oobogr.i porkocua lion diantara tanah 2 yen g aokarang ini diper 

gunakan untuk koperluan yang longsung borhubungnn dongan ucaha ko ago no on fogC 
lain2nya oloh Jounnt Ahmdiyoh J n donooia uasih porlu ditotapkan lebih lnnjtl, 
uana yang akan 1x»lch dipunyni oloh Jouaat Ahuadiyah I n donosia tereebut dun, 'fan 
hak uilik dan uano don/;an hak lain j 

6 . Bahwa oloh karona -laaih diporluknn peuoriksann lobih lan jut, ponc-tapan an * di 
uakoudknn di atao akan (lilakukan dongen ouatu koputusan ponc/jason tor aen i.i 
sotelnh kai.ii ucneviuo pertiulinngon-pertinbnngnn Wnlikotauadya / J)upnti Kopnla 
Boo rah Tk. II cq. Kupala Kantor Agrnrin dan Gubornur Kopnla Daeroh He. I oq. 
Kopala Diroktov;: t Agrarin aotoupot. 

EENCINGAT t 

1. U n daiv;-undang No # 5 tal nw I960 (L.H. tohvm i960 no.104) ; 

2. Toraturon Pouorintah no. 3D tahun 1963 (L'.N. tvnhun 1 963 Wo # 6l) | 

3* Poroturon Mon tori J)alau Hegori No. 6 tahun 1972. 

M « M 1J T U U K A N : 

Ij BNETAPKAN 1 

: Monunjuk JEMAAT AHMAJ)IY/ilI INDONESIA borkodudukan di Jakarta, sobarjei L»> j 

ba^ Kon, 3 noon yang dapat noupunyni link uilik atna tanah yang lan, sung borhubuiignn 

uanlia kuag-nnoan don can ayarat-oyarnt oobagni di bnwoh ini : 

1 . 11 a Inn ... 
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1* Dalaw voktu 1 (uotu) tahun ootoloh ton^l surat keputusan ini Jouaat Aha^vU 
yah Indonesia torocbut vnjib uonyaupoikan kopada kani pooboritahuon tontan# “ 
tanah-tcnoh yc.nc dipunyol/dikuaooi dcngnn oonyobutkan: oaoounya tanah (oawah/ 
to.'Tolon/pekaran^jnn) f status hnknya, lotoknya, luasnyo dan pon^unaannyo . 

2. rerabcritahuan tersebut diocwpoikan kopada koui sotolah diadokon peuorikuann o 
loh Ponitia Pouorikaaan Tanah uotoupat uon^onai poruntukan/pcn('<{unaan tanah " 
torocbut sorta dikuatkan ololi Wolikotanodya/Dupati Kopala Daoroh Tk.II cq. Ko 
pala Kantor Acroria Kotaijadyo/Kobupaten dan Gubcrnur Kopala Daoroh Tk.I oq* “ 
Kopola Diroktorat Acroria seteupat. 

3. Oloh Men tori Dalaii No^cri ckbji ditotapkcn lcbih lonjut tanah atau tonah-tanoh 
yanc oona akon boloh dipunyoi oloh Jouaat Ahuadiyah Indonesia dongon hok ndlik. 

4* Mcivjonai tanah atr.u tmmh-tAnah 1 ninny o , Menteri Dalai.) No^pri berwonaj\; untuk 
uouinta kopadn Jouaat Ahauodiyoh Indonesia a^or supayo Qcncalihkan kepada pi- 
hak loin yan# da pat uoupunyai tanah donjon haV uilik atau ncuintanya untuk di 
uboh uonjadi hok loin yaitu jika bcrlonceuncnyo pouilikan tanah tersebut oloh 
Jouaat Ahuadiyah Indoneaio akan bortentoncon donjon U n dan^U n dan^ No. 5 Tohun 
1%0 (L.N. tahun I960 no.104) ntau Poraturan Pouorintah No. 30 Tahun 1963* 

5* Untuk clopat uouporoloh tanah den^on hak uilik oosudoh tonccol surat koputuaan 
ini don atau uengalihkan sobacion/scluruhnya, Jouaat Ahuadiyah Indonesia totap 
ueuorlukan ijin Mentor! Dalau Negori dan ijin torso but harus dipcrolch sober luu 
aktanyo yang diusksud didalou poaol 19 Poraturan Pouorintah no. 10 Tahun 1%1 
diVuat oloh Ponjqbat Poubur.t Akta Tanah yon# borson^kutan. 

6. Dalau hal Jouaat Ahraodiyah Indonesia kouudian uoucrlukan/Qencajukan peniohonan 
hak uilik yaiyr boru, harus dito.ipuh prosodur yonc borlaku. bordaaarkan Porotur- 
on Montori Dolara Notfori No, 5 tahun 1973 tonccol 26 Juni 1973. 

KEPUA 1 Apahila Jouaat Ahuadiyah Indonesia torsolmt dibuborkan ctaupun borhentl 
den/jan sobob apapun ju,*;;n uaka dalau waktu 1 (sotu) tohun 3 cjak oast poububarnn / 
borhentinyo, tonah-tanah hak uilik yanc uorupakan kekayaan Jouaat Ahuadiyah Iiv'o-* 
nooia tersebut harus dlalihkan kepada pihak lain yan^ ocuonuhi oyorat uopunyai ta 
nah dentfan hak uilik. 

XffTCGA : Surat keputusan ini borlaku uuloi tanccal ditotopkonnyo. 

A^ar supayo sotiop oranc rjeryjotohuinyo, naka surat keputuoon ini nknn di 
\u*u.ikan dalau Taubahan Iiouboron No^nra Rcpublik Indonesia. 


DITETAI’KAN DI JAKARTA. 
Todo tangenl 2 MsJ. 1979* 

A.n. MENTEUI DALAM NRGEHI 
DIHEKTUR JENDERAL AQUARIA, 

t.t.d. 

BAHY0B0 


SALINAH Surat koputuoan ini disoupaikan kepada t 

1. Biro Ilukun Dopartcwm Dolnu Nogori di Jakarta. 

2. Dcpartouen Acaua Hopublik Indonesia di Jakarta. 

3. Kopola Biro Pusat Statiotik di Jakarta. 

4.. Diroktur Poncurusan Hak2 T 0 nnh Diroktorat Jondorol Acrario di Joknrto. 

5. Diroktur l'ondaftaran T Q nah Diroktorat Jondorol Agraria' di Jakarta. 

6. Doportcuon Sooiol Ropublik I n doneaic di Jakarta. 

7. Kopola Sub Diroktorat PonyoloSaian Scn&kota Hukuu Diroktorat Jenderol Acrr.ria. 
0. Kopola Sub Diroktorat Ilak Milik dan Hok Pakai Diroktorat Jendoral Agraria. 

9# Kopala Bunion Tata Usaha Diroktorat Jendorol A/;raria di Jakarto. 

10 # Gubornur Kopola Docrah D.K.I. Jakarta Up. Kepala Diroktorot A«rario DXX. J?l:ar 

11. Wolikota J 0 knrtQ Puuat Up. Kopala Kantor Agrarin Jakarta l\ioat di Jakarta. 

12. JEMAAT AHM/lDIYAII INDONESIA, untuk diketohui clan dnpa t di por^junoknn soba^aiiuina 
uootix\yn.- 


SESUAI DENG AN ASELINYA. 

; DIREKTORAT JENOEUAL AGItARIA, 
oyp.b. 

kTpto U salia, 



Spejitno Tard jo 
010063296. 
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DEPARTED AiZUlCAN iVDUT-WA 

f&V 1£J> S'JjtUT KEKIYUSAtf leNTKPi KJJUAWT-AN ASPUMLIK. * JH)CNKSJ* 
*G«SOl : KSJ- 5 ^ 4 /KK/IIl/^AW. 

T L N f A .V 0 


MgRUMVlK "aiWinAT AMbU/J y A!| r* SKftWAl 

OKuiV^r-AS: JAKJ OLtt*v^Ut> 0 UM I'V'JAN »H/.SI- 

iiEil a.i. NO. i 3 >'XAHU« IVfcj. 


rthNfclil KEUViOAK KLPUaLIK INDONESIA . 


M EUDATJA 

HKNIMBAMS 

MBJU rSAT 


ffiS STAKCAH 


t d8b.; 


: dab. ; 


: AhNimJOK DJEKAAT AilKALlYAh INDONESIA ShlfDAl G&i'NISASI JANT. 
DJ.KAh.SUU DALAM KERTTUoAN M&SIUSN K.I. N0.133 TAJIUN 1953- 


j'ezn'i l a 

Mauierikan pensoebAct’; Ura wouk at** p^aasukan bar*ng2 ki- 
rlracji hadlAli untuk bjeiftftat Aho-.dly»h Jndonoai* di Djakarta, manu- 
rut proaedurc 3 ebagai/v»na <ii.c«x:%')ktn dnlaa Surat kcputusan Henta- 
ri Keuang&n R.l. No. Kl\> -k? 7 /H/ 111 /lQ/l9Ld tgl. 29-10-1968. 


Dal a A ha! taWriVti > »ranry laraaksud diexlah' gunnkan c.q. 
larpraung alperd*r.*.t£*An, mJn ho* roaaulr dnn pun*pitan2 lain jtr^ 
aaoula dibaba:>xc!: i«i*ruc ca^r** i ilur»*5i. dwxgsri tidak mongu^cngi 
tindak&n huktza J-ing d&pat diarcfcli tarbudap Jajv* neraengkul.wi. 

Direktur Djandral Baa dan Tjuaki aalaksanakan katan’.uan 
dalaa ourat kaputusan ini. 


i 

laputuaar. Ini bar Baku aedjak tar^gal dit»tapkan, de^.an 
kct entuan-k at ant uan bafcwa apabtla dikalak kam-dLan h/ ri tard»pat 
kakallruan dalaa aurat kepAtuan ini akaa dUdakan pwibatuian 
aepcarlunja. 

SJ UKAM : dab.; 

LVLJ Mi : Surat kaputusan ini dlsatapajVan k ape da beraangkutan/ 

bfkepontingan untuk dikata hut dan dllndahkan. 


Ditatapkan di : DJAKARTA, 
lada tanggal : JQ Agv *^oa 1970. 


FETUUN taeuai. d^v.-n arltnle.. 
R&ALA iU «0 UKUH, 



iepacu % 

DJbrtAAl AliKAD.LYAH IND 3 MS 5 JA 


i&ifT&RI K2SUMUAN, 


t.t.d. 


AU VIAJtWiA/vA 
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SALIKA H 

XAHTOK BESAR DJAtfATAK BEA DAH TJUXAl 
DJAKARTA 


K l P A D A 

Seraua Kepala Dacrah D.Ja 
Bea dan Tjukal 
di 


I NDONESIA 

No. IK/IVo7/K3/l/ 9 TAKCCAL : 16 Pcbruori 1‘jOO LAMPIIUN ; — 

PERIHAL ; Pcnbcboson bea masuk untuk 
klr Loon 2 hodioh bardasarkon 
Koputuson Prcsiden No. 133 thn. 

>953.- 


Bersama ini diberitahukan d'/nj;an normal, bahwa 
daftor badan? torroaksud dalam pasal 1 Keputusnn Prcsidan 
No. 133 tahun 1953 scperti tcrtjantun dalam s<u*ot fcami 
No. Baa 13/7/16 tgl. 29 Karet 1957, dongon ini 4ltambjh 
dcngan j 

XXX Calvary Pantekosto Micsi di Indonesia (Ternat< 

XXXI Kornpaton Coredja l’rotcstan Indonesia (K.G.P.? 

di Me no do 

XXXII Jajasan Penggorafcon Kristus di Djakarta 
XXXIII Jajosan Geredja Kristen Tionghoa Palombong. 

XXXIV KldrasJ al-kitab Scloton Tcnggorn Asia 
(Halsota) di Malang 

XXXV Panti Asuh&n (f Pa raps t tan** di Djakarta. 

XXXVI Perawatan Penderita Penjakit Mata Undaan di 
Jamba ja. 

XXXVII Jajasan Karya Bhakti di Purworedjo 
XXXVIII Jajason Pemellhara Anik2 TJatjad di Solo 
XXXIX Djenaat Ahew dlyah Ind on esia dl Djakarta 

XL The Lutheran \korld Federation di P. Slantor 
Sunatsra 

XLI Perkumpulan untuk meetperboikl noaib o rang buta 
di Indonesia di Bandung. 

Diminta hoi ini dibcritahuknn kopado kantor? 
serta pogawai2 Jang lajok menge tohulnjo doloie daorah Sdr. 


A/n. 


Kepala Djnwaton Dra 
Kcpalo Bog. Impor 


dan Tjukal, 
(Biro I*), 


d. t. o. 


Tembuson kepodo : 


( T.N.R. lialijni ). 


BodonP bersangkutan dengan lump Iran 
solinon Keputuson Presidcn No. 1X3 thn. 

1953.- 

Scsuoi dengan aslinjo 


Disolln dart aolinon, olah 
ttd. 


ltd. 

( H.P.. Worotikon ).- 
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D4*k*rt» r 6 Xaret 1970. 



wmrsti acaua 
{Q 2 P«UK (NOOMtUA 


zoaor : H/./099/1970. 

•. - 

Hel : Femberltahuan (hei're- 
grletaai) uongenai 
pembefcesan bea-naauk 
atas bsrang kirican. 


Xepada : 

Jth. Fongarue Bee nr DJoa&ot 
Ahaitdijab Indoneola, 
Djl.Sallk^o^aa l/lO t 
dl - 

Djakarta, 


As 8 *laou T alaikua ffr.V©. 

Wenarik eurat Soudora tertanggal 30 Djanunri 1970 
No. 24 , perihftl: eebagalmans ter t jentutt dalom pokok Bu- 
rst diatae, dengen ini diperoaklucnkHn bahwc eatelah ke- 
el compel edjari auret Saud&re dtn /n^arun Daear A Ang- 
f.arsn Rumah Tengg* Djenaat Ahmediyah Indonesia jang ter- 
nmat dalam Tanitahan Berita Negara R.I, tanggai Jl Korot 
1953 No. 16 ; kami menjetudjui diadnken penbaharuan/pen— 
dafturan kenbeli di Pepartemen Xeuangen dan tldak kebc- 
ratan DJocaat Ahmediyeh Indonesia untuk mmeriana bantu- 
on balk dari dalam nageri naupun dari lusr Pegeri aaal 
tidBk‘ bertentangan dengan Perctiirnn 2 Peraerir.teh Jang 
btrlaku* 

Mu< 5 eh 2 -an usaha dan ke^iatan Soudare mentjupai auk— 
Heo e (? ta^a i mana jArr<^‘ dimaksud del am Anggaran Daoor A: 
An^^ran RueiaN Tan^j. 

SeUndj'utivje cjinjdtrikan Djejuaat Ahmadiyah Indone- 
sia dideftar di De-pe rteuon Agfevfi pnau tringgal 2 Mpret- 
1970 denjan roho r: 046/j/ 1970, 

Do/*.i\r i uni 4 untul me.ndjAdi m*k 1 uvi edanjr..- 
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o/awta v xrmsKt agama 
ICAA™" WISAT 
P J A K > II T' >.• 

: 259 /bAAS 

t •andaftnran Xlkah 
^ axirrsuta OJawaat 

Ahaadl Jsh. 


DJAKARTA, 18 Seot^nbtp 1959.- 


Kepada 1 

Jth. Sdr.Ketua P.B;Dj«noot 
Ahmed! «ah Indonesia 
BuWltduri Tandjokan 
Utnrn 12 


DJATI NEGARA*- 


Assalomu* olftl Vvn. w.v. 


Sesuat rtertgan dl Bros'© J.H. Hentert Agqma fc.^?5S8 ne 5 n * 
darken Burnt Saudar* 25 A&ustus 195° T?o .Olb/CK/PB/^Oi *wl 
befit ahukan ebb.: 

X . Mcnurut paael 1 U.U. No. 22 th. 13^6 perked nan Jory 
ditjntat pad© Kortor Urusan A^a^t Kat jnmctan adalnh 
perjeawi TiAn Jan* dtlakukan wenurut A^cma } alen . Ba^l 

^5. , ^"^ r :J!f^5?vU'*556i:SfSlffi , 5SHS , rt I S}K: 

Uo Pefpvai Pentjatet NIkah pad© FTU A.Kot Jomatnn t*W. 

2. Denman bejitu pafkakinan pare DJtnnot Ahatdljab 

Indonesia dlt Jsttt pads Ku«H«t 1 • dan blls dlpandas* 
perlu oleh P.fr.H. J05 . harus dfpenuhl waksud punt 1 

d! otes. 

Demllrt anlah harap Bandera moVclum. 


AO AN A, 



.HllSJukrl ).- 


Terbn^an ^ntuk : 

J%rt % Kantari Agoma 
. di Djakarta 
• DJobar dl Bandu^g.- 
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c/a*»tav xrmsKt Kom a 
kA*™* wjsat 
P J A K A II T >.‘ 


t 2 59 / 0/3 A? 

I ••ndaftnran Xlkoh 
^ onrr*«^* OJawaat 
Ahmad 1 Jah. 


D J AK AKT A* 18 September 1950.- 


Kepada 1 

Jth. Sdr.Ketua P*B'.Dj«naat 
Ahmadl «ah Indonesia 
Bukl tdurl Tandjakan 
Utnrn 12 

D J ATI NEGARA,- 


Aasaloreu* olalkur.. w.v. 

Sesual derjsan d lap 08 In J*H. Mrntrrl * 

darken aurnt Saudara 25 A^uatus 195° H 0 .OIB/CH/PB/ 5 B 1 kcnl 
berltahukan abb*: 

1. Henurut paaal 1 U.U. No.22 fch. 1&$ p»rkfcv*non Jpty 
dltjntnt p«<Ja Kortor Urusan Aj««« K»t Jemetan adalaJi 
perkavlnan J«nj dllakuVan menurut A^ama jCalen . Boci 

.^.^tSr^f&jSSkSi-dSe Krtsss’Sia.stfiU!: 

ko Pefpwal Pent Jata.t Nlkah poda KUA.KotJonotnn tab. 

2, Denman begltu pabkaWinan pare DJ«niw\t Abaadijah 

Indoneai a ditjetit pada Ku«Ket;. dan blip dtpandoa* 
perlu oleh Jbs • harus dfpenuhl wakoud punt 1 

d! atas* 

Domlkt anlah h*r»p SauiUra makluri. 



J^ar.bn^ftn ynttiV; • 

Kantarl A^oma 
? <31 Djakarta 

% Kdeo DJobnr dl Bandu^g.- 
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KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
JAKARTA 


JAKARTA* // AGDSTUS 1982. 
KEPADA: 

YTH.SPR. L. A.SYAMSURI UNA, 

ANGGOTA JEMAAT AHHAPIYAH 
LANGGE KEC.KADELUPA 
KAfi.Pt. II BUTON 

di- 

ED TON SULAWESI UTARA . 

Menunjuk surat Saudara tanggal 8 Juli dan tanggal 21 April 

1982 bersama ini knmi boritahukaa sobagai bcrikutj 

1. Pcngan surat kani No. R- 498/P. 1/1982 tanggal 13 Hoi 1982 yang 
ditujukan kopada Kcpola Xcjaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara - 
di Kendari tolah diminta mclalui Kejari setompat untuk aoa - 
berikan ponjelasan kcpada Saudara bahwa Kojakeaan Agung soma 
sokali tidak pornah mengeluarkan Kcputuean oengenai larangan 
kcgiatan Abmadiyab. 

2. Pangan eurat JAKSA AGUNG No.B-588/P/6/1982 tanggal 15 Juni - 
1982 yang ditujukan kepada Gubemur/KPH Sulawoei Tenggara to 
lab diberikan ponjelasan bahwa Surat Koputusan JAKSA AGUNG 
RI No.Kop-089/J.A/10A971 tanggal 29 OKTOBER 1971 adalab ten 
tang larangan Parul Hadis t, Jemaah Qur’an Hadis t, Islam Jo - 
maah, YPIP, YAPPENAS dan loin-lain Orgar.isaoi yang boreifot/ 
berajaran oerupa dan saarpai saat ini boluei ada Koputusan - 
JAKSA AGUNG yang melarang Abaodiyab di scluruh wilayah RI. 

3 . PoBikianlah ponjelasan kami kiranya dapat dimakluai dan so- 
perlunya. 


Nomor : R-^^/p.l/8A9 82. 

Sifat : 

lanpiran : - 

pcrihal : Ponjelasan tentang 

Abmadiyab. 


TEKBUSAH : 

1. Yth. BAPAK JAKSA AGUNG MU PA 

BIPANG INTEL, sobagai laporaifc^, 

2. Yth.Sdr. Kopala Kojakeaan Tinggi 

Sulawesi Tenggara di Kendari. 

3. Yth.Sdr.Pimpinan Jomaat Abmadiyab 

Indonesia, Jl.Balikpapan No.10 
Jakarta Pusat. 



A. N. JAKSA AGUNG RI. 

AGUNG MU PA BIPANG INTEL 
u.b. 

PIREKTORAT I/POLKAH^ 

arc 

*Tdbia muppin' salim, sh. 
NlNirtA VVfRA JAltSA.” 


; P.B. JEM A’ AT AUMAD1AH !'• 
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PETUNJUK PELAKSANAAN 
UNDANG-UNDANG R.I. NO. 8 TAHUN 1985 
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 


JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 
1997 
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JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 

Badar Hukum Keputusan Menteri Kehakiman Rl No. JA. 5/23 /13 Tgl. 13-3-1053 
Raya Pafung-Bopoc No 27. PO.Box. 33/Pru. Bo*or 16330 Tip 0251 614524. (082) 120.870. Fax. (021) 345 * 4 $, 


SURAT KEPUTUSAN 


No: SKSP/24/96 
t e n t a n 9 

PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG UNDANG R.I. NO . 8 
TAHUN 1985, JKMAAT AHMADIYAH INDONESIA 


KBTUA UMUM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA. 

MKNIMBANG : Perlu aegera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai 

Buku Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No . 8 tahun 
1985, bag! Jemaat Ahmad i yah Indonesia. 

MBNGINGAT : l. Undang-Undang Republik Indonesia No . 8 tahun 1985, 
tentang Organisasi Kemasyarakatan . 

2 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No, 18 
tahun 1986, tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
No . 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986, 
tentang ruang lingkup, tata cara pemberitahuan 
kepada Pemerintah aerta papan nama dan lambang 
organisasi kemasyarakatan . 

4 Instruksi Menteri Dalam Negeri No . 8 tahun 1990 
tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. 

5. Ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadid Anjuman 
Ahmad i yah . 

6 . Anggaran Dasar dan Anggaran Ruraah Tangga Jemaat 
Ahroadiyah Indonesia. 

n.m a x ps u n. 

MENETAPKAN : l. Berlakunya Buku Petunjuk Pelaksanaan Undang- 
Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1985, 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 

2 , Apabila dikemudian hari temyata ada kekeliruan 
dalam Surat Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan seperlunya 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 
dikeluarkannya . 

SBLSSAI 

DITBTAPKAN DI : B 0 G 0 R 
PADA TANGGAL : 29 DBSBMBKR 1996 


INDONESIA 


MUHAMIAD LIUS MAALA 


KBTUA UMUM 
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN AMIR / KETUA UMUM 
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 

NOMOR : SKEP / 24 / ‘96 
TANGGAL : 29 DESEMBER 1996 
k TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1985 
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 
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Ahmadiyah dimana setiap Jemaat setempat/lokal langsung mengadakan 
hubungan timbal balik kepada Amir/Ketua Uraum Nasional. 

Namun demikian, dengan semakin berkembangnya Jemaat di Tanah Air 
Indonesia, maka perlu dibentuk organisasi dengan ruang lingkup 
daerah/regional sebagaimana diatur dalam Ketentuan dan Peraturan 
Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Nomor 167 s/d 170. 

Mengacu kepada Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1985 serta 
Undang-Undang lainnya dimana seluruh Organisasi Kemasyarakatan 
hams mematuhinya, serta sebagai langkah awal menuju kepada 
pelaksanaan pembentukan organisasi dengan ruang lingkup daerah 
sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadid 
Anjuman Ahmadiyah, maka dibentuklah susunan organisasi Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia secara beijenjang. 

6* Klasifikasi Ruang Lingkup Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

a. Tingkat Nasional 

Mempunyai ruang lingkup nasional. Mempunyai tujuan dan program 
kerja bersifat nasional dan kegiatannya menjangkau kepentingan 
nasional yang berwawasan Nusantara. 

b. Tingkat Propinsi 

Mempunyai ruang lingkup Daerah Tingkat I /Propinsi. Dalam hal ini 
Daerah Istimewa Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta disejajarkan dengan Daerah Tingkat I/Propinsi. 
Mempunyai tujuan, program dan kegiatannya bersifat Propinsi 
dalam rangka menunjang Program Nasional. 

c. Tingkat Kab upaten/Kotamadva 

Mempunyai ruang lingkup Daerah Tingkat II/Kabupaten/ 
Kotamadya. Mempunyai tujuan, program dan kegiatannya bersifat 
Kabupaten/Kotamadya dalam rangka menunjang kepentingan 
Propinsi. 

d. Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 
maka apabila di wilayah Kecamatan terdapat Jemaat dilebih dari satu 
desa, perlu dibentuk organisasi di tingkat Kecamatan. Dan apabila 
dalam satu desa terdapat lebih dari satu Jemaat, perlu dibentuk 
organisasi tingkat desa. 
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7. Sebutan .Temaat dan P engurus Sesuai denean Klas i fik a ai Rl iang 

Lingkup 

a. Ruang Lingkun NasiPPal 

Sebutan Organisasi : Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
Sebutan Pengurus : Pengums Besar Jemaat Ahmadiyah 

Lndonesia/Pengunis Pusat Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia. 

b. Ruang Lingku p Daerah Tingkat I/Propinsi 

Sebutan Organisasi : Jemaat Ahmadiyah Indonesia Wilayah 

Sebutan Pengurus : Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

Daerah Tingkat I/Propinsi 

C. Ruang Lingku p Kabupaten/Kotamadva 

Sebutan Organisasi : Jemaat Ahmadiyah Indonesia Daerah 

Sebutan Pengurus : Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

, . Kabupaten/Kotamadya 

Propinsi 

d. Tingkat Kec amatan/Kota Admistratif 

Sebutan Organisasi : Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang 

Sebutan Pengurus : Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

Kecamatan/Kotatip 

Kabupaten 

e. Tingkat Desa/Kelurahan 

Sebutan Organisasi : Jemaat Ahmadiyah Indonesia Ranting 

Sebutan Pengurus : Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

Desa/Kelurahan 

Kecamatan 


S. T>ewan Pengurus 

a. Tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri atas. 
Amir, Pengurus Besar, Ketua Muballigh Nasional dan Ketua Badan- 
badan Tingkat Nasional. 

b. Tingkat Wilayah Propinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 
terdiri atas: Pengums Daerah, Ketua Muballigh Wilayah dan Ketua 
Baddn-badan Daerah Tingkat I/Propinsi. 

c. Tingkat Daerah Kabupaten (DPD), terdiri atas Pengums, Muballigh 
dan Ketua Badan-badan Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya. 
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m. TATA CARAPEMTTTHA N PENfilJWIIS 
9. Masa Bakti Pengurus 

Masa bakti pengums Jemaat Ahmadiyah Indonesia disemua tingkatan 
ruang lingkup disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadkl 
Anjuman Ahmadiyah yaitu selama 3 tahun, yang peri ode tahunnya sama 
dengan periode Pengurus Jemaat Nasional/Pengunis Besar. 

10. lata Cara Pemilihan Penguins 

a. Tinekat Nasional : Pe ngurus Besar 

Pengurus Jemaat Nasional/Pengurus Besar anggota-anggotanya 
dipilih oleh Majlis Syura (Majlis Musyawarah Nasional). 

b - Ungkat Pro pinsi ; Pengurus Daerah Tingkat I/Pmpinsi 

Pengurus dipilih oleh perwakilan para pengurus tingkat 

Kabupaten/Kotamadya (Ketua dan sekretaris-sekretaris). 
c. Tingkat Ka bupaten/Kotamadva : Penyums Daerah 

Pengurus dipilih oleh perwakilan para pengurus Jemaat tingkat 
kecamatan (Ketua dan sekretaris-sekretaris). 

d Tinekat Kecamatan : Pengurus Cahang 

Pengurus dipilih oleh perwakilan para pengurus Jemaat tingkat desa 
(Ketua dan Sekretaris-sekretaris). 

e - lifl gfrat Desa/K e l urahan : P engurus Ranting 

Pengurus dipilih diantara anggota Jemaat yang berada di 

desa/kelurahan (Ketua dan Sekretaris-sekretaris). 

Keterangan : 

Apabila dalam satu desa/kecamatan/kabupaten hanya ada satu 
Jemaat, maka untuk pemilihan pengurus daerah yang lebih tinggi 
dikirim Ketua dan Sekretans Umur Khanjiah Jemaat sebagai 
perwakilan. 

11. Sosunan Penguins 

a. Pengurus Nasional, dipimpin oleh Amir Nasional/Ketua 
Umum/Ketua Pengurus Besar dibantu oleh para wakil, Sekretaris 
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pengurus habis. Ketua Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya 
mengambil prakarsa mengundang Ketua dan Sekretaris 
Cabang/Kecamatan untuk mengadakan pemilihan pengurus daerah 
Kabupaten. Hasilnya diiaporkan kepada Ketua Umum Pengurus 
Besar untuk diminta pengesahannya. 

d. Dan seterusnya, bila diperlukan pemilihan pengurus tingkat 
Kecamatan/Cabang dapat diiaksanakan pada bulan Mei minggu 
ketiga, dan pemilihan pengurus Ranting/Desa pada minggu keempat. 

13. Administrasi 

Pelaksanaan pemilihan pengurus disetiap tingkat dilengkapi dengan 

administrasi yang terdiri atas : 

a. Laporan hasil pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota panitia 
pemilihan. 

b. Laporan hasil pemilihan pengurus. 

c. Berita Acara Pemilihan, yang ditandatangani oleh Ketua dan 
Sekretaris panitia pemilihan. 


IV. TUGAS DAN KE WAJIBAN PENGURUS 
14. Tingkat Nasional 

a. Setelah susunan Pengurus Nasional terbentuk, maka Amir 
Nasional/Ketua Umum terpilih melaporkan susunan Pengurus 
Nasional tersebut kepada Menteri Dalam Negeri c/q Direktorat 
Jenderal Sosial Politik, dilengkapi dengan Program Kerja, Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

b. Selain kepada Menteri Dalam Negeri, sebaiknya laporan disampai- 
kan pula kepada Menhankam, Pangab, Kepala Staf Angkatan Darat, 
Kapolri, Menteri Agama, dan Kejaksaan Agung. 

c. Secara berkala menjalin hubungan dan kerja sama serta 
berkorespondensi dengan para pemimpin pemerintah serta lembaga- 
lembaga lain yang terkait di tingkat nasional. 

d. Membuat program kerja yang bersifat nasional, baik dalam rangka 
menunjang program pemerintah dalam pembangunan nasional 
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16. Tingkat Daerah/Kabupaten/Kotamadva 


a. Setelah ada surat keputusan tentang pengangkatan pengurus daerah 
Tk. II/Kabupaten/Kotamadya, maka pengurus tersebut harus melapor 
kepada Bupati Kepaia Daerah/Walikota, dalam hal ini kepada 
Kakansospol. 

b. Selain kepada Bupati sebaiknya laporan/silaturahmi kepada pejabat 
daerah Tk. II lainnya, seperti: Dandim, Kapolres, Kajari, 
Kakandepag, dan pejabat lainnya yang dianggap perlu. 

c. Secara tetap menjalin hubungan baik dan kerja sama serta 
berkorespondensi dengan para pemimpin pemerintahan. organisasi- 
organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat 
Kabupaten/Kotamadya. 

d. Membuat program keija yang tujuan dan kegiatannya bersifat 
Kabupaten/Kotamadya, dalam rangka menunjang program Propinsi. 

e. Menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Muslim 
pada umumnya dan kaum muslim golongan Ahmadiyah pada 
khususnya yang tidak bisa diselesaikan oleh Pengurus Cabang/ 
Kecamatan. 

f. Secara periodik menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus 
Daerah Tingkat I/Propinsi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksana- 
kan minimal setiap akhirtahun. 

g. Mempunyai data Jemaat yang berada di daerahnya, jumlah anggota, 
peserta donor mata, peserta donor darah, mesjid, madrasah, 
pesantren, sekolah, kekayaan Jemaat dan lain-lain. 

17. Tingkat Cabang/Kecamatan dan Desa 

Pada prinsipnya tugas dan kewajiban pengurus di semua tingkat 

Kecamatan dan Desa adalah sama, hanya berbeda ruang lingkupnya. 

a. Tingkat kecamatan/cabang. 

b. Tingkat desa/ranting. 
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20. Papan Nama 

a. Papan nama dan lam bang Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan 
tanda yang menunjukkan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
di wilayah tertentu. 

b. Bentuk. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan 
perbandingan panjang dan lebar 4:3. 

c. wama. 

Wama dasar : hijau. 

Wamatulisan: putih. 

d. Ukuran 

1) . Tingkat Nasional : 

2) . Tingkat Propinisi : 

'• 3). Tingkat Kabupaten/Kotamadya : 

4) . Tingkat Kecamatan : 

5) . Tingkat Desa/Kelurahan : 

e. Isi Papan Nama : 

1) . Dua Kalimah Syahadat (huruf Arab). 

2) . Lambang/Logo Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 

3) . Nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia disertai tingkat 

kepengurusannya. 

4) . Alamat Organisasi. 

f. Tuiisan ditulis dengan huruf cetak latin. 

g. Papan nama dipasang/ditempatkan pada alamat Jemaat yang 
bersangkutan. 

h. Dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau 
digantungkan pada tempat yang mudah dilihat. 

i. Contoh Papan Nama. 


Panjang 200 cm 
Lebar 1 50 cm. 
Panjang 1 80 cm 
Lebar 135 cm. 
Panjang 160 cm 
Lebar 120 cm. 
Panjang 140 cm 
Lebar 105 cm. 
Panjang 120 cm 
Lebar 90 cm. 
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V. LAMBANG, BENDERA DAN PAP AN NAMA 


18. Lam bang /Lo g o 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia mempunyai lambang/logo seperti berikut: 

B intang bersudut 14. 

Bintang sudut 14 sebelah dalam wama 
dasar hitam dengan lingkaran ditengah 

yang bertuliskan & , bintang 
bersudut 14 disebeiah luar bergaris- 
garis hitam putih dengan tulisan^f^j' 

19. Bendera 

a. Bentuk : Segi empat 

b. Wama : Hitam. Di sebelah kiri atas bulatan putih, diluar lingkaran 

putih bertuliskan kata-kata JiTj . 

Di tengah menara putih. Di sebelah kanan atas bulan sabit, bintang 
bersudut lima, berwama putih. Tepi sebelah kiri lebar 2 cm wama 
putih. 

c. Ukuran : panjang : 160 cm. 

lebar : 90 cm. 




10 

78 DASAR-DASAR HUKUM DAN LEGALITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 



1). Tingkat Nasional 

Lambang dan Kalimah Syahadat Panjang : 

Lebar 

PIMPINAN PUSAT 
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 
Jl. Raya Parung-Bogor no 27 
P.O. Box 33/Pru Bogor 16330 


2). Tingkat Propinsi 

Lambang dan Kalimah Syahadat Panjang : 

Lebar : 

PIMPINAN WILAYAH 
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 
PROPINSI JAWA BARAT 
' J. Pahlawan No. 71 Bandung 


3). Tingkat Kabupaten/Kotamadya 

Lambang dan Kalimah Syahadat Panjang : 

Lebar 

PIMPINAN DAERAH 
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 
KABUPATEN BEKASI 
PROPINSI JAWA BARAT 
Jl 


4. Tingkat Kecamatan 

Lambang dan Kalimah Syahadat Panjang 

Lebar 

PIMPINAN CABANG 
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 
KECAMATAN CICALENGKA 
KABUPATEN BANDUNG 
Jl 


200 cm 
ISO cm 


180 cm 
135 cm 


160 cm 
120 cm 


140 cm 
105 cm 
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5. Tingkat Desa/Kelurahan 

Lam bang dan Kalimah Syahadat Panjang : 120 cm 

Lebar : 90 cm 

PIMPINAN RANTING 
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 
DESA TENJOWARINGIN 
KECAMATAN SALAWU 
Jin 


V. KEPALA SURAT DAN CAP 
21. Kepala Surat 

Kepala surat adalah tulisan yang ditulis di bagian sebelah atas sampul 
surat (amplop) dan bagian atas dari kertas surat. Berikut adalah contoh- 
contoh kepala surat tiap tingkatan. 

a. Tingkat Nasional 



JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA. 5/23 Tgl 13-3-1953 

Jalan Raya Paning — Bogor No. 27, P.O. Box 33/Pm. BOGOR 19330 Telp. (0251) 61202 1. 

614524, 082.120879 Fax. (021) 3459481, 

b. Tingkat Propinsi 



JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 

PENGURUS DAERAH TINGKAT 1/ PROPINSI . . . 


Alamat : t , 

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA. 5/23 Tgl 13-3-1953 
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c. Isi tulisan. 

Bagian tengah : 

Bagian pinggir atas 
Bagian pinggir bawah : 

d. Contoh. 

1). Tingkat Nasional. 


Kalimat yang ditulis 

dengan huruf Arab. 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, ditulis 
dengan huruf latin cetak. 

Tingkat Daerah, ditulis dengan huruf latin 
cetak. 



2). Tingkat Propinsi. 



3). Tingkat Kabupaten/Kotamadya 
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4). Tingkat Kecamatan 



vn t at a TARA PEMBER1T AHU AN KEP ADA PEMERINTAH 

23. Pemberitahua n Keber adaan Qrgan i sasi Je m aa t 

Organisasi Jemaat yang baru dibentuk, atau pengurus yang baru 
menjabat harus memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah 
sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya, selambat-lambatnya satu 
bulan seteiah diterbitkannya surat keputusan kepengurusannya. 

a. Tingkat Nasional. 

Pengurus Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada Menteri Dalam 
Negeri, c/q Dirjen Sospol. 

b. Tingkat Propinsi. 

Pengurus Daerah Tk. I/Propinsi Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
kepada Gubemur Kepala Daerah Tk l c/q Kaditsospol. Dilanjutkan 
bersilaturahmi kepada Muspida Tk I Propinsi dan lembaga-lembaga 
yang dipandang periu. 

c. Tingkat Kabupaten/Kotamadva. 

Pengurus Daerah 'rk. II Kabupaten/Kotamadya Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II/Kabupaten/ 
Kotamadya c/q Kakansospol. Dilanjutkan bersilaturahmi kepada 
Muspida Tk. 11, dan lembaga-lembaga terkait. 

d. Tingkat Kecamatan. 

Pengurus Cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada Camat. 
Dilanjutkan silaturahmi kepada Muspika dan lembaga-lembaga 
terkait. 
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e. Tingkat Desa/Kelurahan. 

Pengurus Ranting Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada Kepala Desa 
dan tokoh-tokoh masyarakat. 

24. Lampiran-Iampiran 

Surat pemberitahuan keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia di semua tingkatan ruang lingkup, hams dilampiri : 

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

b. Susunan Pengurus/Surat Keputusan. 

c. Program Kerja. 

25. Pencatatan 

a. Surat Pemberitahuan, bila sudah disampaikan agar diminta tanda 
terima/resinya. 

b. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no. 5 tahun 1986 
pasal 11 ayat (2) bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang telah 
memberitahukan keberadaannya dicatat dalam buku daftar 
inventarisasi oleh Pemerintah. 

26. Eenvelesaian Suatu Masalah 

Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia haras 
dihayati, diamalkan dan diamankan oleh seluruh rakyat Indonesia, 
menjadi satu-satunya azas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bila terjadi 
masalah, teratama bila teijadi ketidak-harmonisan hubungan dengan 
pihak lain, haras dijaga agar tidak bertindak emosional. Dengan 
berpedoman kepada Pancasila, tidak ada masalah yang tidak dapat 
dipecahkan antara lain dengan cara musyawarah untuk mencapai 
mufakat diliputi oleh semangat kebangsaan. 


Vm. LAIN-LAIN 


26. Pe m buat Surat Keputusan Pengurus 

a. Tingkat Pusat : Oleh Amir Nasional/Ketua Umum. Tembusan 

kepada Menteri Dalam Negeri. 
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b. Tingkat Propinsi : Oleh Amir Nasional/Ketua Umum. Tembusan 

kepada Gubcmur Kcpala Daerah Tk. I/Propinsi 
dan Menteri Dalam Negcri. 

c. Tingkat Kabupaten/ 

Kotamadya : Oleh Amir Nasionai. Tembusan kepada 

Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II dan 
Gubemur Kepala Daerah Tk. I/Propinsi. 

d. Tingkat Kecamatan : Oleh Ketua Pengurus Daerah Tk. I/Propinsi 

dengan tembusan kepada Camat dan Bupati 
Kepala Daerah Tk. II/Kabupaten/Kotamadya. 

e. Tingkat Desa : Oleh Ketua Pengurus Daerah Tk. II/Kabupaten/ 

Kotamadya dengan tembusan kepada Kepala 
Desa dan Camat. 

IX. PENUTUF 

Buku Petunjuk ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan 
organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, disemua tingkatan ruang 
lingkup, agar terdapat keseragaman dan kelancaran pelaksanaannya. 

DITETAPKAN DI : BOGOR 
PADATANGGAL : 29 DESEMBER 1996 


PENGURUS BESAR 
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"(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 
di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta 
berhak kembali". 

"(2) Setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan 
sikap sesuai dengan hati nuraninya." 

"(3) Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat". 

(Unclang Undang Dasar 1945 Bab X Pasal 28-E ayat (1), 
(2) dan (3)) 


"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". 

"(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun 
dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu." 

(Undang Undang Dasar 1945 Bab X Pasal 28-1 ayat (1) 
dan (2) 


(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing- 
masing dan untuk beribadah menurut agama 
dan kepercayaannya itu." 

(Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) 


Penerbit: IKfltlfll 


